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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Kapuas Hulu yang
disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu tahun
2025-2029. Dalam Rencana Strategis ini juga memuat sasaran
kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk
menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi
hasil.

Penyusunan Rencana Strategis Berdasarkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan
secara substansi juga mengacu kepada kebijakan Pusat dan
Provinsi, khususnya dalam penetapan indikator (indicator specific
local) dan tetap mempertimbangkan indikator Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 ini
disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih
dengan program, kegiatan dan indikator-indikator sasaran pada
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sehingga nantinya dapat
untuk menyediakan pedoman bagi seluruh  aktivitas
penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam
menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan pada
setiap akhir tahun. Akhirnya, ucapan terima kasih kami
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sampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah
bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini.

Selain itu kepada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu yang telah melaksanakan verifikasi serta seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memberikan masukan
bagi penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-
2029 ini. Semoga dokumen ini dapat memberi manfaat dalam
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten
Kapuas Hulu.

Putussibau, 15 April 2025

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Relygrea Merencana Kabupaten

0O, S.Pd., M.M.
Utama Muda
NIP. 19700505 199110 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya
yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara
sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat
ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor,
serta  kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah
dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu, perlu
disusun rencana pembangunan kesehatan yang

berkesinambungan.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan
kesatuan yang integral dari pembangunan nasional, diperlukan
penyelarasan RPJMD dan RPJMN tahun 2025-2029. Penyelarasan
ini mencakup periode kinerja dengan aspek penjabaran program
visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus
juga merupakan bagian dari upaya mendukung seiring dan sejalan
dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17
(Tujuh Belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik
cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil
Presiden RI Periode 2025-2029.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan

Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar

pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus
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diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang
mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan
dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional,
regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri
dari: Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi
setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang
yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya dengan
pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan
penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari

butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra
Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan dan
fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya disebutkan
pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam
renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam renstra Lkementerian atau lembaga pemerintah non

pemerintah untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sesuai dengan pedoman di atas, maka Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kapuas Hulu perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan
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dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) tahun
yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis,
berkesinambungan dan komprehensif dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen yang untuk periode
S (lima) tahun kedepan terkait penjabaran, program perangkat
daerah dengan berpedoman pada berpedoman pada Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun

2025-2029 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2030
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2030;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor S Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
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Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah
yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan
Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pendekatan:
teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up. Renstra
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diamanatkan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan

Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016

RENSTRA 2025 - 2029

DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU



—
g

DINAS KESEHATAN, PP&KB
RABUPATEN RARPVAS RULY

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun tujuan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2025-2029 adalah:

1. Sebagai perumusan dukungan Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati Kapuas Hulu tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam
program prioritas kerja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Sebagai acuan dalam pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kapuas Hulu;

4. Sebagai acuan evaluasi dan capaian kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kapuas Hulu;

5. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menyusun
rencana Kkerja pembangunan kesehatan pada Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten untuk periode selanjutnya;

6. Sebagai landasan/pedoman dalam penguatan peran para
stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
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1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kapuas Hulu dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penyusunan didahului dengan penyusunan rancangan awal
renstra yang mencakup: analisis gambaran pelayanan; analisis
permasalahan; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; analisis
isu strategis; perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam

rancangan awal RPJMD.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Kesehatan;
dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana.

Adapun Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban
bagi OPD menyusun renstra); landasan hukum (mencantumkan
landasan hukum yang terkait penyusunan renstra); maksud dan
tujuan (memuat maksud dan tujuan pembuatan renstra); serta
sistematika penulisan (berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas Fungsi, Struktur
Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten (memuat perda dan Perbup terkait Struktur
Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) sesuai tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten yang disertai bagan/struktur organisasi Dinas
Kesehatan); Sumber Daya Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten (memuat sumber
daya manusia kesehatan dan sarana prasarana Dinas Kesehatan);
Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten (memuat pencapaian indikator
kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten berdasarkan tugas fungsinya selama lima
tahun ke belakang); Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten (memuat tantangan dan peluang Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten menggunakan Analisis SWOT).
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BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai: Identifikasi
permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan

Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELANGGARA BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program, uraian kegiatan,
uraian sub kegiatan target keberhasilan melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggara urusan pemerintahan

daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).
BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial,
kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian evaluasi
terhadap perencanaan, pelaksanaan berdasarkan target kinerja
pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten guna mendukung pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 akan dijabarkan setiap
tahunnya dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pendanaan pagu
indikatif menyesuaikan dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut tugas
pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kapuas Hulu.

1. Tugas Pokok
Tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan dan
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan,
Pengendalian = Penduduk dan  Keluarga  Berencana
melaksanakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan dan
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,;

d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
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sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

dapat dilihat pada Gambar 2.1:

KEPALA DINAS
|
SEKRETARIAT
KELOMPOK SUB BAGIAN
SERB O%AR(XGN JABATAN UMUM DAN
) FUNGSIONAL APARATUR
BIDANG KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN BIDANG PELAYANAN DAN Bloﬁzgggggl%’g&]’m'
MASYARAKAT PENGENDALIAN PENYAKIT SUMBER DAYA KESEHATAN KELUARGA BERENCANA
l | | |
[ | ] ]
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

a. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

Melaksanakan pelayanan umum dan

teknis

Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sesuai
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dimaksud Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai
berikut:

1) Penetapan rencana strategis Dinas;

2) Pengoordinasian dan pengendalian seluruh
program kegiatan Dinas;

3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan dan
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang
Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana;

5) Penyelenggaraan pembangunan reformasi
birokrasi pada Dinas;

6) Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kinerja Dinas; dan

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat mempunyai tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam perumusan
rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan,
monitoring, urusan administrasi perkantoran,
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta
evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana di atas sekretariat melaksanakan fungsi:

1) Penyusunan program kegiatan Sekretariat;

2) Pengoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan
rencana program kerja Dinas;

3) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;

4) Pengelolaan urusan administrasi keuangan;

5) Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan,
aset, kebersihan dan keamanan kantor;

6) Penyelenggaraan tata  usaha persuratan,
kearsipan dan perpustakaan;

7) Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja,
keprotokolan, pelayanan publik, informasi
publik, pengaduan masyarakat, hubungan
masyarakat dan prosedur kerja;
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8) Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi
birokrasi Dinas;
9) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat terdiri dari:

1) Subbagian Program;
2) Subbagian Umum dan Aparatur; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta
melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga.

Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat
melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana operasional Bidang
Kesehatan Masyarakat;

2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi

kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah
raga;

3) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi

kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah
raga;

4) Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
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5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah
raga;

6) Pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan
pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olah raga;

7) Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Kesehatan Masyarakat; dan

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
mempunyai tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk  melaksanakan tugas  sebagaimana
dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana operasional Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

3) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;
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4) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;

5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

6) Pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan
di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa;

7) Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit; dan

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
mempunyai tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan
tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga serta fasilitas dan alat
kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya
Kesehatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana operasional Bidang
Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

kesehatan rumah tangga serta fasilitas dan alat
kesehatan;

Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga serta fasilitas dan alat
kesehatan;

Pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan  termasuk  peningkatan  mutunya,
pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga serta fasilitas dan alat kesehatan;
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga serta fasilitas dan alat
kesehatan;

Pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan
di bidang pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan
tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga serta fasilitas
dan alat kesehatan;

Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan
dan Sumber Daya Kesehatan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana mempunyai tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian
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penduduk, pembinaan keluarga berencana dan

pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana

dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana  operasional Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pengendalian penduduk, pembinaan keluarga
berencana dan pemberdayaan dan peningkatan
keluarga sejahtera;

3) Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pengendalian penduduk, pembinaan keluarga
berencana dan pemberdayaan dan peningkatan
keluarga sejahtera;

4)  Pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian
penduduk, pembinaan keluarga berencana dan
pemberdayaan dan = peningkatan  keluarga
sejahtera;

S5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengendalian penduduk, pembinaan
keluarga berencana dan pemberdayaan dan
peningkatan keluarga sejahtera;

6) Pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan
di bidang pengendalian penduduk, pembinaan
keluarga berencana dan pemberdayaan dan
peningkatan keluarga sejahtera;

7) Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
dan

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPT)

1) Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris;
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2) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu;

3) Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan
Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang
terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahliannya;

2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan tugas khusus sesuai dengan
bidang keahlian yang dimilikinya,;

3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang
diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan
Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis
fungsional;

4) Pengangkatan dan pelantikan melalui
penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan
rekomendasi  penetapan  persetujuan  dari
kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

S5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator;

6) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang
dilakukan penyetaraan, penyederhanaan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke
dalam Jabatan Fungsional, agar pelaksanaan
kegiatan terlaksana secara optimal, dapat
ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk
melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan
tertentu, sampai dengan ditetapkannya
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peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang mekanisme kerja ASN;

7) Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan
fungsi serta tugas tambahan bagi ASN untuk
sebagai penanggung jawab  kegiatan, diatur
tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah
satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional. Komponen ini
memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan
kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan.
SDMK juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012
tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menyebutkan bahwa
sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan
(termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga
pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta
mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan
Jumlah pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2024 termasuk Puskesmas dan Rumah
Sakit Sebanyak 2234 Orang, Selengkapnya dapat di lihat pada tabel
2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Kondisi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2024
DOKTER
1 UMUM 25 15 6 1 6 53
DOKTER
2 GIGI 5 2 4 1 12
DOKTER
s SPESIALIS 7 6 2 15
4 PERAWAT 277 100 104 317 852
PERAWAT
5 GIGI 27 4 5 7 43
21
BIDAN 217 55 65 3 555
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7 ANALIS 30 6 3 10

8 FARMASI 25 1 7

9 APOTEKER 18 3 1 13 35

10 KESLING 19 1 6 1 8 35

11 SKM 25 19 15 19 78
FISIOTERA

12 2 2 4
PI
ELEKTROM

13 EDIK 1 1 2
RADIOGRA

14 FER 4 1 3 8

15 GIZI 34 1 16 10 61
REKAM

16 MEDIK 1 6 8 12 27
TENAGA

17 PENUNJAN 119 187 25 12 343
G

B L A L

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Gambaran sarana dan prasarana Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024
dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Sarana dan Prasarana di Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 EII]E?; 1 1 13 1 6 0 10
2 E%ﬁlj‘ 1 1 8 0 8 0 17
3 gEII:IJJN G 1 1 0 0 9 0 10
4 EEIEET 1 1 5 0 11 1 14
5 EENTEBA 1 1 1 0 6 0 14

21

RENSTRA 2025 - 2029
DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU



DINAS KESEHATAN, PP&KB
RABUPATEN RARPVAS RULY

6 BIKA 1 1 1 0 7
7 KALIS 1 1 7 0 9 1 11
PUTUSSIB
8 AU 1 1 10 3 10 0 20
SELATAN
EMBALOH
9 HILIR 1 0 2 0 4 0 7
BUNUT
10| LoLR 1 0 2 0 5 1 6
BOYAN
11| CANJUNG 1 1 4 0 10 0 9
PENGKAD
1 1 1 5 0 1 0 11
2 | A 2
13 | JONGKON 1 1 3 1 6 0 7
G
14 | SELIMBAU 1 1 3 1 13 0 7
15 | SUHAID 1 1 6 0 7 0 8
SEBERUA
16 | o 1 0 3 1 6 0 10
17 | SEMITAU 1 1 2 0 8 0 9
1g | EMPANAN 1 1 1 0 4 0 13
G
PURING
19 | KENCANA 1 1 3 0 3 0 10
20 | BADAU 1 1 3 0 7 0 14
BATANG
21 LUPAR 1 1 2 0 5 0 11
EMBALOH
22 | oLy 1 1 9 0 6 0 15
PUTUSSIB
23 | U UTARA 1 1 7 0 12 0 18
DINAS
KESEHATA
N,
PENGEND
ALIAN
24 PENDUDU 1 0 9 70
K DAN
KELUARG
A
BERENCA
NA
RUMAH
25 SAKIT 1 0 1 5
SEMITAU
RSB 1 1 1 3
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RSUD
ACHMAD
27 DIPONEGO 1 5
o
JZ:I 27 26 100 | 7 174 24 343

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya mengemukakan ada tidaknya kesenjangan pelayanan
kesehatan, target yang telah tercapai, faktor apa saja yang
mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan mana
saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum
berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan
untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Gambaran
kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

SASARAN KINERJA
NO INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS TARGET REALISASI CAPAIAN
T AKI per 100.000 KH 50/100.000 KH | 122/100.000 KH -44
Status Kesehatan
1 i AKB per 1000 KH 13/1000 KH 18/1000 KH 61,5
dan gizi Ibu dan
anak Balita Stunting 29,7 29,5 100.6
Meningkatnya Cakupan Pelayanan PTM 95 95,6 100,6

Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit

Cakupan Pelayanan Penyakit

Menular 95 100 105,2

Meningkatnya Prevalensi KB Aktif 73,84 128,1 173,5
Pelayanan

Keluarga Total Fertility Rate 1,9 1,4 126,3
Berencana

Meningkatnya
Implementasi
4 Akuntabilitas Predikat SAKIP B B 100
Kinerja Perangkat
Daerah
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Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya terhadap pelayanan Kesehatan 85 84,4 99,3
5 mutu pelayanan Dasar
kesehatan dasar
dan rujukan Indeks  Kepuasan  Masyarakat
terhadap pelayanan Kesehatan 85 82,4 91,2
Rujukan
RATA - RATA 91,42

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel, dari indikator-
indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesehatan Ibu dan Anak

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang
meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian
yang  terkait dengan = gangguan = kehamilan atau
penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa
nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu
berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup
sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan
lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu
dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor dalam sistem
pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang
mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pada tahun 2024 terdapat 4 kasus kematian ibu dari
3.278 Kelahiran Hidup, atau dikonversikan menjadi
122/100.000 KH. Angka kematian ibu baru dapat dihitung
ketika kelahiran hidup dalam satu tahun mencapai 100.000
Kelahiran Hidup, namun untuk menghitung Angka Kematian
Ibu dikonversikan dalam 100.000 Kelahiran hidup dengan
cara jumlah kasus kematian dibagi jumlah kelahiran hidup
dalam satu tahun dikalikan seratus ribu kelahiran hidup.

Grafik berikut ini menjelaskan kondisi kematian ibu di
kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 - 2024:
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2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 2 Jumlah Kematian Ibu Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2020 - 2024

Penyebab kematian ibu di tahun 2024 tersebut adalah:

a. Kasus kematian ibu di Kabupaten Kapuas Hulu tahun
2024 disebabkan oleh kasus pendarahan 2 (dua) kasus;

b. Hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1 (satu) kasus,
dan

c. Penyebab lainnya sebanyak 1 (satu) kasus.

Lainnya
25%

Pendarahan
50%

|

Hipertensi
Kehamilan
25%

Gambar 2. 3 Penyebab kematian ibu
Kasus kematian ibu terdapat 2 kasus kematian ibu di
Kecamatan Bunut Hulu dan Semitau dengan penyebab
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Pendarahan, 1 kasus di Kecamatan Bika dengan penyebab
Hipertensi dalam Kehamilan, 1 kasus disebabkan karena
komplikasi DBD. Sebanyak 3 Kasus kematian ibu meninggal
di Fasilitas Kesehatan, diantaranya 2 kasus meninggal di
RSUD, 1 di Puskesmas, sementara 1 kasus lainnya
meninggal dalam perjalanan menuju RSUD. Jika dilihat dari
usia ibu yang meninggal terdapat 1 ibu yang berusia risiko
tinggi dalam kehamilan, sedangkan 3 lainnya berada dalam
fase usia produktif.

Beberapa faktor penyebab kenaikan jumlah kasus
kematian Ibu di tahun 2024 adalah

a. Lambatnya proses rujukan;
b. Belum efektifnya skrining layak hamil;
c. Masih ada desa yang tidak ada tenaga Kesehatan

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 4 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2024 terdapat 58 kasus kematian dari
3278 kelahiran hidup, artinya ada 18 kasus per seribu
kelahiran hidup. Angka kematian bayi dihitung dari jumlah
kasus kematian dibagi jumlah kelahiran dikalikan 1000. Jika
realisasi kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan
target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan Target nasional,
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13/1000 KH dan 16/1000KH. Namun jika dibandingkan

dengan

target akhir Renstra, angka kematian bayi di

Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai target akhir

Renstra

LAIN-LAIN

LANNYA
7%

dengan capaian 100%.

BBLR DAN
PREMATURITA
S
29%

ASFIKSIA
12%

9% KELAINAN
KONGENITAL
10%

Gambar 2. 5 Penyebab Kematian Bayi

Kendala yang dialami dalam upaya menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) antara

lain:

1)

2)

3)

4)

Dukungan keluarga yang masih sangat rendah
terhadap ibu hamil dapat dilihat dari keterlibatan
keluarga dalam pendampingan ibu hamil saat kelas
ibu hamil hanya 47,6% artinya 1 dari 2 ibu tidak
didampingi keluarga saat kegiatan kelas ibu,
sehingga permasalahan kesehatan hanya diketahui
oleh ibu;

Masih ada persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga
kesehatan, 2 dari 5 kasus kematian ibu karena di
tolong dukun, dukun tidak bermitra;

Kematian Ibu dan neonatal terjadi dikarenakan
kompetensi tenaga kesehatan (Bidan dan Dokter
Puskesmas) yang belum memadai;

Monitoring dan evaluasi tidak bisa dilaksanakan
sesuai jadwal yang sudah dibuat, Monev dengan
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S)

6)

7)

8)

9)

10)

metode virtual tidak bisa dilaksanakan dengan
optimal;

Tingginya kejadian hamil tidak diinginkan dan tidak
direncanakan (kohort KB masih sulit dimonitor,
karena pelayanan KB diluar FKTP belum tercatat
dengan baik);

Pengkajian kematian belum bisa dilaksanakan
dengan maksimal,

Peran serta masyarakat dalam kesehatan ibu dan
anak juga dirasakan masih sangat minim, dimana
masih ada desa yang tidak melaksanakan Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
(P4K), yaitu 1 dari 5 desa belum melaksanakan
Program P4K;

Regulasi bidang Kesehatan terutama Ibu dan anak
yang masih sangat lemah;

Masih terdapat 4 terlalu: Terlalu muda untuk hamil,
terlalu tua untuk hamil, terlalu dekat jarak hamil dan
terlalu banyak anak;

Masih terdapat 3 T : terlambat untuk memutuskan
diruyjuk, terlambat sampai di tempat rujukan dan
terlambat dikelola di tempat rujukan.

Keberhasilan capaian indikator AKI dan AKB didukung
oleh beberapa faktor, diantaranya:

1)

Terlaksananya ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar, pada Tahun
2024 dari 4.730 ibu hamil di Kabupaten Kapuas
Hulu sudah 2.306 ibu hamil yang telah mendapatkan
pelayanan antenal sesuai standar. Pelayanan
antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang
diberikan kepada ibu hamil menurut Permenkes No.
6 Tahun 2024 dengan kriteria sebagai berikut:

e Mendapatkan asuhan antenatal minimal 6 kali
selama kehamilan dengan jadwal 1 kali pada
trimester I, 2 kali pada trimester II dan 3 kali
pada trimester III;
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2)

3)

e Dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh
dokter atau dokter spesialis obstetri dan
ginekologi pada trimester pertama dan ketiga;

e Pelayanan Kesehatan masa hamil yang
dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis
obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan
ultrasonografi (USG) oleh puskesmas atau
fasilitas Kesehatan Tingkat pertama milik
pemerintah;

e Standar pelayanan antenatal dengan
memenuhi kriteria 10T.

Meningkatnya ibu bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar, pada Tahun 2024
dari 4700 ibu bersalin, sudah 3.022 ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
Pertolongan persalinan sesuai standar menurut
Permenkes No. 6 Tahun 2024 adalah:
e Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
e Tenaga penolong minimal 3 orang, terdiri dari:
- Dokter, bidan dan perawat atau
- Dokter dan 2 orang bidan
e Dalam hal terdapat keterbatasan akses
persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud
di atas, Persalinan tanpa komplikasi dapat
dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang
tenaga Kesehatan yang terdiri atas bidan dan
perawat atau 2 (dua) orang bidan, keterbatasan
akses sebagaimana dimaksud meliputi
- Kesulitan dalam menjangkau fasyankes
karena jarak dan/atau kondisi geografis
dan
- Tidak ada Tenaga Medis.
Meningkatnya bayi baru lahir yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar, pada Tahun 2024 dari 4.618
bayi baru lahir di Kabupaten Kapuas Hulu sudah 3.154
yang telah mendapatkan pelayanan sesuai standar.
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4) Tersedianya bantuan biaya persalinan bagi ibu bersalin
tidak mampu yang melahirkan di fasyankes melalui
program Jaminan Persalinan.

S5) Meningkatnya penguatan sistem rujukan di Kabupaten

6) Penyediaan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran), RTK
adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/ bangunan
tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal
sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga
nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta
pendampingnya (suami/ keluarga/ kader kesehatan).

2. Gizi Masyarakat

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi
gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari
kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek
untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan
stunting pada anak, antara lain status gizi ibu, tidak cukup
protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola
pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan
angka kejadian infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor
lingkungan, Stunting juga disebabkan oleh faktor genetik dan
hormonal, namun sebagian besar disebabkan karena
malnutrisi.

Angka Stunting di Kabupaten Kapuas Hulu antara
periode tahun 2020 - 2024 terus mengalami penurunan dari
32,9% di tahun 2020 menjadi 29.5% di tahun 2024. Angka
Stunting di tahun 2024 ini sudah berhasil mencapai target
yang ditetapkan, yaitu sebesar 29,7%. Walaupun begitu,
Angka Stunting tersebut masih jauh dari target yang
ditetapkan RPJMN 2020 - 2024 yang sebesar 14% di tahun
2024.
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2020

2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 6 Angka Stunting di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 -

2024

Keberhasilan capaian kinerja Stunting dipengaruhi

oleh beberapa faktor, diantaranya:

1)

2)
3)

4)

S)
6)

7)
8)

9)

Meningkatnya pemetaan masalah gizi melalui
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
di 23 Kecamatan;

Meningkatnya tenaga yang dilatih konselor menyusui
Air Susu Ibu (ASI);

Meningkatnya tenaga yang mendapatkan Pelatihan
Asuhan Gizi terstandar;

Meningkatnya koordinasi dengan OPD terkait melalui
rapat, rembuk stunting di kabupaten dan kecamatan
dan menetapkan wilayah desa intervensi stunting
terintegrasi;

Penurunan jumlah Balita BGM;

Meningkatnya tatalaksana kasus gizi buruk di pusat
rehabilitasi gizi buruk (PRGB);

Sudah 73,25% Balita kurang gizi mendapat
tambahan asupan gizi;

Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat
tambahan asupan gizi sudah mencapai 44,3%;

Ibu Hamil mengonsumsi TTD 90 tablet selama hamil
sudah mencapai 63,1%;

10) Sudah 53,8% Balita dipantau pertumbuhannya;

31

RENSTRA 2025 - 2029

DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU



—
g

DINAS KESEHATAN, PP&KB
RABUPATEN RARPVAS RULY

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Pemberian makanan tambahan bagi balita kurus dan
ibu hamil kurang energi kronis (kek);

Meningkatnya kader yang dilatih dalam melakukan
pemantauan pertumbuhan dan pemberian makan
bayi dan anak;

Melakukan pelatihan pemantauan dan
perkembangan bagi kader posyandu;

Meningkatnya penyuluhan tentang pemberian
makan bayi dan anak serta perilaku hidup bersih
sehat di masyarakat;

Adanya inovasi pembuatan Grafiti Anak (Grafik
Tinggi Badan Anak) yang bertujuan untuk
memudahkan kader posyandu dalam memantau
pertumbuhan dan menentukan status gizi anak
berdasarkan Tinggi Badan menurut Umur (BB/TB);
Meningkatnya desa ODF, sampai dengan 2024 sudah
67 desa melaksanakan ODF;

Meningkatnya desa yang melaksanakan STBM.

Dalam menurunkan stunting Dinas Kesehatan,
Pengendalian = Penduduk dan  Keluarga  Berencana
menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap
kondisi gizi Balita berkaitan dengan pemantauan
pertumbuhan;

Pola pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA)
yang tidak tepat seperti masih tingginya bayi yang
tidak mendapatkan ASI eksklusif (39,5%) pada
Tahun 2024, dan pemberian makanan pendamping
ASI (MP-ASI) yang terlalu dini serta tidak memadai;
Advokasi Kader terhadap kepala Desa masih kurang;
Kurangnya pendampingan konseling dari Petugas
Gizi;

30,7% dari Bumil yang diperiksa menderita Anemia
dan 20,2% diantaranya berisiko Kurang Energi
Kronis (KEK);

Sebanyak 36,9 % Ibu hamil tidak mengonsumsi TTD
minimal 90 tablet selama hamil,
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7)

8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

Pengetahuan dan keterampilan kader posyandu yang
masih belum memadai, dan minimnya alat untuk
memantau pertumbuhan yang mudah digunakan
oleh kader di posyandu, juga menjadi salah satu
penyumbang masalah stunting di kabupaten Kapuas
Hulu;

Rendahnya kesadaran ibu/keluarga  untuk
membawa balitanya ke posyandu, ada 46,2% anak
usia 0-5 Tahun tidak terpantau pertumbuhannya
(tidak dibawa ke Posyandu secara rutin), kondisi ini
diperburuk lagi dengan rendahnya keterampilan
kader posyandu, diketahui 2-3 dari S orang kader
yang ada di seluruh wilayah kabupaten Kapuas hulu
belum bisa melakukan pemantauan pertumbuhan
dengan benar. Kader yang sering diganti juga
berdampak terhadap kualitas pelayanan di
Posyandu;

Sebanyak 14,2% Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);
Akses terhadap sumber air bersih yang masih
terbatas serta sanitasi yang belum baik;

Masih 75,53% desa belum ODF;

Inovasi dalam Posyandu masih kurang;

Pembinaan dan pendampingan terhadap petugas di
lapangan masih belum maksimal;

Penyakit, akses yang tidak memadai ke pelayanan
kesehatan, air dan sanitasi;

Pemberian Makan Bayi dan Anak dan makanan ibu
yang buruk, serta praktik perawatan dan
pengasuhan anak yang tidak memadai;

Kondisi ekonomi yang tidak memadai;

Kualitas Sumber Daya di lini terdepan yang masih
sangat terbatas;

Pembinaan dan pendampingan terhadap petugas di
lapangan masih belum maksimal;

Baru 20,86% Sarana Air Minum Yang Diawasi/
Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar
(Aman).
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Dalam rangka mengoptimalkan penurunan Balita
Stunting Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana akan melakukan beberapa upaya, yaitu:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

Tatalaksana anak gizi buruk di pusat rehabilitasi gizi
buruk (PRGB);

Standarisasi alat antropometri untuk pemantauan
pertumbuhan balita di posyandu;

Pelatihan pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita bagi kader posyandu
Peningkatan kualitas surveilans gizi sebagai deteksi
dini masalah gizi Balita;

Memaksimalkan program imunisasi pada Balita;
Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya
ibu  balita melalui penyuluhan gizi dan
pendampingan keluarga oleh tenaga kesehatan;
Menggalakkan konseling Pemberian Makan Bayi dan
Anak (PMBA) oleh Nakes maupun kader posyandu;
Menggalakkan promosi Perilaku Hidup Bersih Sehat
(PHBS);

Mengoptimalkan kualitas pembinaan terhadap kader
posyandu;

Memperkuat sistem koordinasi untuk meningkatkan
peran serta masyarakat dan dukungan lintas sektor
terkait dengan program perbaikan gizi masyarakat;
Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS) melalui:

- Pembentukan Kelompok Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola
dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
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Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi
Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan
Keuangan Keluarga)
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung,
penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan
penyakit yang ditularkan.
Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Pencegahan
dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular” di
arahkan pada upaya Meningkatkan Cakupan Pelayanan
Penyakit Tidak Menular dan Cakupan pelayanan Penyakit
Menular di wilayah kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
secara bertahap.
Sasaran Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit diukur melalui indikator:
a. Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular
b. Cakupan Pelayanan Penyakit Menular

Indikator 1 Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular diukur
dari rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Penyakit
tidak menular dan Kesehatan jiwa, yaitu:

1) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

2) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

3) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
(DM)

4) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan Jiwa
(ODGJ) berat
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a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Pelayanan kesehatan pada wusia produktif
Menurut Permenkes Nomor 6 tahun 2024 adalah Setiap
warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota wajib memberikan
pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan
skrining kesehatan sesuai standar kepada warga
negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam
kurun waktu satu tahun.

Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59
tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun
menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang
diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi
dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah
edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan/atau UKBM. Pelayanan Skrining faktor
risiko pada wusia produktif adalah skrining yang
dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk
penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

1) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan

lingkar perut;

2) Pengukuran tekanan darah;

3) Pemeriksaan gula darah;

4) Anamnesa perilaku berisiko.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 - 49
tahun) yang sesuai standar di Kabupaten Kapuas Hulu
pada tahun 2024 sebesar 96,1%. Persentase tersebut
mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020
yang sebesar 62,8% dan tahun 2021 sebesar 48,1%.
Namun, persentase di tahun 2024 mengalami sedikit
penurunan daripada tahun sebelumnya, 2023 yang
sebesar 97,9%.

36

RENSTRA 2025 - 2029

DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU




=
e

DINAS KESEHATAN, PP&KB
RABUPATEN RARPVAS RULY

2020

2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar di
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

Kendala yang dihadapi dalam upaya pelayanan
kesehatan usia produktif antara lain:

1)

2)

3)

4)

Belum optimalnya dukungan dan koordinasi
lintas sektor di wilayah, karena anggapan
bahwa masalah kesehatan adalah kegiatan
sektor Kesehatan;

Kurangnya partisipasi masyarakat, karena
masyarakat merasa sehat sehingga enggan
melakukan deteksi dini;

Belum optimalnya koordinasi lintas program,
karena banyaknya kegiatan di bidang
kesehatan yang memerlukan sumber daya
manusia sehingga perlu kolaborasi dengan
beberapa program terkait;

Kurangnya pemahaman pengelola program
terhadap indikator kinerja PTM.

Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

1)

Melaksanakan  kegiatan  skrining usia
produktif di wilayah yang dilaksanakan oleh
Puskesmas;
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2) Mengembangkan Posbindu di wilayah
maupun institusi;
3) Melakukan koordinasi lintas Sektor dan lintas

Program;
4) Melakukan peningkatan kapasitas SDMK
melalui kegiatan workshop, update

knowledge, orientasi petugas dan pelatihan
untuk mendukung kegiatan deteksi dini
faktor risiko penyakit tidak menular;

5) Melakukan validasi data program;

6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

b. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Menurut Permenkes Nomor 6 tahun 2024 adalah setiap
penderita hipertensi mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah
kabupaten/kota  wajib memberikan  pelayanan
kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita
hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya
pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun
waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi di
Kapuas Hulu periode 2020-2024 terus mengalami
peningkatan, hanya tahun 2020 ke 2021 yang
mengalami penurunan persentase. Pelayanan
kesehatan penderita hipertensi di tahun 2024 sebesar
92,2%, dimana persentase tahun 2024 merupakan
yang tertinggi dari tahun 2020.
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Gambar 2. 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar di
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai

standar meliputi pengukuran tekanan darah dan
edukasi. Mekanisme Pelayanan:

1)

2)

3)
4)

Penetapan sasaran penderita  hipertensi
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
menggunakan data RISKESDAS terbaru yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah
pelayanan kesehatan sesuai standar yang
meliputi:

a) Pengukuran tekanan darah dilakukan
minimal satu kali sebulan di fasilitas
pelayanan kesehatan

b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau
kepatuhan minum obat

Melakukan rujukan jika diperlukan;

Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140
mmHg ditambahkan pelayanan terapi
farmakologi.

Capaian yang hampir mencapai target ini tidak

lepas dari upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan,
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan skrining usia produktif
di wilayah yang dilaksanakan oleh Puskesmas;

2) Mengembangkan Posbindu di wilayah maupun
institusi;

3) Melaksanakan sistem rujukan dari wilayah ke
Puskesmas dan dari Puskesmas ke FKTL sesuai
prosedur;

4) Melakukan koordinasi lintas Sektor dan lintas
Program;

5) Melakukan peningkatan kapasitas SDMK melalui
kegiatan workshop, update knowledge, orientasi
petugas dan pelatihan untuk mendukung
kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu) penyakit
tidak menular

c. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
(DM) menurut Permenkes Nomor 6 tahun 2024 adalah
Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah
Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk
memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar
kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia
15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder
di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Realisasi Capaian Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai standar di
Kabupaten Kapuas Hulu antara tahun 2022 sampai
2024 terus mengalami stabilitas, yaitu 100% dan jika
dibandingkan tahun 2021 mengalami peningkatan
capaian cukup tinggi, yaitu sebesar 9,8%.
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Gambar 2. 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai
standar di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

Capaian yang sesuai target ini tidak lepas dari
upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

1) Melaksanakan kegiatan skrining usia produktif
di wilayah yang dilaksanakan oleh Puskesmas;

2) Mengembangkan Posbindu di wilayah maupun
institusi;

3) Melaksanakan sistem rujukan dari wilayah ke
Puskesmas dan dari Puskesmas ke FKTL sesuai
prosedur;

4) Melakukan koordinasi lintas Sektor dan lintas
Program;

5) Melakukan peningkatan kapasitas SDMK melalui
kegiatan workshop, update knowledge, orientasi
petugas dan pelatihan untuk mendukung
kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu) penyakit
tidak menular.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pelayanan
kesehatan penderita DM antara lain:

1) Belum optimalnya pelaksanaan Pandu PTM di
Puskesmas;
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2) Kurangnya partisipasi masyarakat, karena
masyarakat merasa sembuh setelah kunjungan
pertama, setelah itu enggan melakukan kontrol
rutin;

3) Belum optimalnya koordinasi lintas program,
karena banyaknya kegiatan di bidang kesehatan
yang memerlukan sumber daya manusia
sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa
program terkait;

4) Belum optimalnya kerja sama dengan fasilitas
kesehatan di wilayah;

S) Belum optimalnya kerja sama dengan pengelola
tempat- tempat kerja di wilayah.

d. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan Jiwa
(ODGJ) berat

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan
Jiwa (ODGJ) berat menurut Permenkes Nomor 6 tahun
2024 Setiap orang dengan gangguan jiwa berat
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai
upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam
kurun waktu satu tahun.

Capaian Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat
sesuai standar di Kabupaten Kapuas Hulu dari 2020 —
2024 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun,
dimana pada tahun 2020 sebesar 83,6% naik menjadi
83,9 tahun 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022
menjadi 99%. Tahun 2023 dan 2024, capaian
pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar telah
mencapai maksimal dengan capaian sebesar 100%.
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Gambar 2. 10 Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat sesuai Standar di
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai
standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi
Pemeriksaan kesehatan jiwa dan Edukasi. Sedangkan
mekanisme pelayanan kesehatan pada ODGJ meliputi:

1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan
oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data
RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan;

2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:

a. Pemeriksaan status mental
b. Wawancara
3) Edukasi kepatuhan minum obat;
4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Indikator 2 Cakupan Pelayanan Penyakit Menular

Cakupan Pelayanan Penyakit Menular diukur dari rata-
rata capaian Standar Pelayanan Minimal Penyakit Menular,
yaitu:

1) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis:
100%
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2)

a.

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia
(Human Immunodeficiency Virus/HIV): 100%

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pelayanan kesehatan pada orang terduga
tuberkulosis menurut Permenkes Nomor 6 tahun 2024
adalah Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC)
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pemerintah = Kabupaten/Kota wajib memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang
terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC
sesuai standar di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun
2021 dan 2022 sempat turun dibandingkan tahun
2020 yang sebesar 100% menjadi 65,2% dan 69,2%.
Kemudian naik kembali menjadi 100% di tahun 2023
dan 2024.

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 11 Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC sesuai

standar di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi
orang terduga TBC meliputi:
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1) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga
TBC dilakukan minimal satu kali dalam
setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda;

2) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan
dahak dan/atau bakteriologis dan/atau
radiologis;

3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan
penularan;

4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

b. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia
(Human Immunodeficiency Virus/HIV)

Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko
terinfeksi HIV menurut Permenkes Nomor 6 tahun 2024
adalah setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap
orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus/HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu
satu tahun.

Realisasi capaian pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV
sesuai standar di Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun
2020 hingga 2024 terus mengalami kenaikan setiap
tahun. Tahun 2020 yang sebesar 72,1% naik menjadi
75,9% di tahun 2021. Kemudian menjadi 100% di
tahun 2022, 2023, dan 2024.
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Gambar 2. 12 Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar
meliputi:

1) Edukasi perilaku berisiko;
2) Skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus
HIV yaitu:

- Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang
sedang hamil;

- Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti
terinfeksi TBC dan sedang mendapat
pelayanan terkait TBC

- Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS),
yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS
selain HIV dan sedang mendapat
pelayanan terkait IMS;

- Penjaja seks, yaitu seseorang yang
melakukan hubungan seksual dengan
orang lain sebagai sumber penghidupan
utama maupun tambahan, dengan
imbalan tertentu berupa uang, barang
atau jasa;
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- Lelaki yang berhubungan seks dengan
lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah
berhubungan seks dengan lelaki lainnya,
sekali, sesekali atau secara teratur
apapun orientasi seksnya (heteroseksual,
homoseksual atau biseksual);

- Transgender/Waria, yaitu orang yang
memiliki identitas gender atau ekspresi
gender yang berbeda dengan jenis kelamin
atau seksnya yang ditunjuk saat lahir,
kadang disebut juga transeksual;

- Pengguna napza suntik (penasun), yaitu
orang yang terbukti memiliki riwayat
menggunakan narkotika dan atau zat
adiktif suntik lainnya.

4. Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan diukur melalui 2 indikator yaitu Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
rujukan.

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan, baik melalui pelayanan kesehatan
dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan dan pemerataan
pelayanan kesehatan di setiap wilayah di Kabupaten Kapuas
Hulu. Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan diukur melalui 2 indikator yaitu:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Kesehatan Dasar

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan dasar bertujuan untuk mengukur
dan mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. IKM ini
mengumpulkan data dari masyarakat yang telah
menggunakan layanan kesehatan, seperti Puskesmas
dan fasilitas kesehatan lainnya yang dikelola oleh Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Hasil IKM akan digunakan sebagai dasar
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evaluasi dan perbaikan, serta untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan di masa depan serta
bertujuan Mengetahui aspek-aspek pelayanan yang
paling memuaskan dan yang perlu ditingkatkan dan
Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Survei yang dilakukan secara acak kepada
masyarakat yang telah menggunakan pelayanan
kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.

Berikut capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan dasar selama S tahun
terakhir.

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 13 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2020-2024

Diagram di atas menggambarkan capaian IKM
terhadap pelayanan kesehatan dasar mengalami
kenaikan dari tahun-ketahun, dimana nilai tertinggi
berada ditahun 2024 dengan nilai 84,4. Yang artinya
ada kenaikan kepuasan dari Masyarakat yang
berkunjung ke Pusat pelayanan kesehatan dasar hal ini
adalah Puskesmas se-Kabupaten Kapuas Hulu. Selain
itu juga ada perbaikan kinerja Pelayanan dan ada
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Dasar.
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Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian

indikator ini diantaranya:

1)

2)

Meningkatnya sarana, prasarana dan alat
kesehatan pelayanan dasar sesuai standar
Sampai dengan tahun 2023 dari 23 Puskesmas
sudah 18 Puskesmas yang memiliki bangunan
sesuai Prototype Kementerian Kesehatan;
Meningkatnya mutu pelayanan dasar di
Puskesmas Sampai dengan Tahun 2024 jumlah
Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu yang
sudah terakreditasi sebanyak 23 Puskesmas
dengan pencapaian:

PARIPURNA : 19 Puskesmas

UTAMA : 4 Puskesmas

Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Puskesmas
oleh Dinas Kesehatan Pembinaan yang
dilakukan secara bersama-sama oleh semua
unsur program yang ada di Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu melalui Tim
Pembina Cluster Binaan (TPCB) sebagai
representasi yang dilaksanakan secara periodik,
terpadu antar program, dan berkesinambungan.
Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim
Pengarah Dan Tim Pelaksana Pembina Cluster
Binaan, wilayah binaan dibagi menjadi 4
Cluster;

Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah
Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan,
Pemerataan, dan kualitas Farmasi;
Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan
tingkat pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjut (FKTL) yang bekerjasama dengan
BPJS, saat ini 23 Puskesmas di kabupaten
Kapuas Hulu telah bekerjasama dengan BPJS.
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Dalam pencapaiannya indikator indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan dasar masih terdapat
beberapa kendala, diantaranya:

1)

2)

9)

Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan masih rendah, terutama masyarakat
miskin yang tinggal di daerah terpencil dan
letak geografis yang sulit dijangkau sehingga
kesulitan untuk mendatangi Fasilitas
Kesehatan;

Masih 7 Puskesmas yang belum memenuhi
standar atau belum sesuai Prototype dari
Kementerian Kesehatan;

Penilaian Kinerja Puskesmas masih belum
optimal;

Di beberapa Puskesmas survey kepuasan
pelanggan masih menggunakan survey manual;
Masih lemahnya pengelolaan pengaduan atas
penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

Tenaga kesehatan yang ada masih kurang jika
dibandingkan dengan kebutuhan;

Kurangnya  kesadaran masyarakat akan
pentingnya memiliki jaminan kesehatan;
Kepesertaan BPJS berbasis KK rumit secara
administratif. Akibatnya, setiap perubahan atau
masalah yang dihadapi salah satu anggota
keluarga akan berdampak pada anggota
keluarga lainnya yang tercantum dalam KK.
“Jika satu anggota keluarga menunggak, maka
seluruh  anggota  keluarga tidak dapat
mengakses layanan Kesehatan”;

Masih ada masyarakat kategori tidak mampu
tapi belum menjadi peserta penerima bantuan
iuran (PBI)

Puskesmas belum ada yang menerapkan BLUD.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian

indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap
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pelayanan dasar akan ditempuh langkah - langkah
sebagai berikut:

1)

7)

8)

Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pustu dan Jaringannya yang sesuai
standar Rehabilitasi Puskesmas, pemenuhan
Prasarana seperti listrik, air bersih dan
Puskesmas Keliling serta penyediaan alat
kesehatan sesuai kebutuhan Puskesmas
berdasarkan standar Permenkes No. 43 tahun
2019, Pembangunan Pustu dan jaringannya
dilaksanakan berdasarkan skala prioritas
dengan memperhatikan jumlah penduduk, jarak
antara fasilitas kesehatan, dan ketersediaan
tenaga kesehatan. Pemenuhan Prasarana dan
Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu dan Jejaringnya;

Meningkatkan penerapan penggunaan Obat
Rasional di Puskesmas;

Pemerataan distribusi obat ke 23 Puskesmas di
23 Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu,;
Pemerataan dan pemenuhan kebutuhan sumber
daya manusia Kesehatan di Fasilitas Kesehatan,;
Mengoptimalkan Pendidikan dan Pelatihan
dalam rangka peningkatan kompetensi Petugas
kesehatan sesuai standar;

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan
Praktik Tenaga Kesehatan;

Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan
Dasar melalui akreditasi Puskesmas Dinas
Kesehatan sudah melaksanakan akreditasi pada
seluruh Puskesmas yang belum terakreditasi
dan untuk menjaga standar mutu pelayanan
Dinas kesehatan juga akan melaksanakan
reakreditasi atau dinilai kembali pada
Puskesmas yang sudah 3 Tahun terakreditasi;
Mengoptimalkan survey kepuasan pelanggan
berbasis elektronik;

51

RENSTRA 2025 - 2029

DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU




DINAS KESEHATAN, PP&KB

=y RABUPATEN RAPUAS RULY

9) Meningkatkan Operasional Pelayanan
Puskesmas;

10) Mengoptimalkan  Pembinaan  terpadu di
Puskesmas;

11) Mengoptimalkan  Pengelolaan  pembiayaan
Kesehatan;

12) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi
JKN oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP).

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan rujukan adalah pengukuran
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, termasuk dalam
hal rujukan pasien ke fasilitas kesehatan lain. IKM
digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan pelayanan, sehingga Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan perbaikan
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan. IKM bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana masyarakat puas dengan pelayanan kesehatan
rujukan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu. IKM diukur melalui survei
kepuasan masyarakat yang dilakukan kepada
pengguna layanan kesehatan rujukan di Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini
adalah Rumah Sakit yang berada di Kabupaten Kapuas
Hulu. Survei ini meliputi berbagai aspek pelayanan,
seperti kemudahan prosedur, kejelasan informasi,
keramahan petugas, dan kebersihan lingkungan.
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Berikut capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan  kesehatan rujukan S tahun
terakhir:

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Kesehatan Rujukan Tahun 2020-2024

Diagram di atas menggambarkan capaian IKM
pelayanan kesehatan rujukan cenderung naik dan
mengalami sedikit penurunan di tahun 2024. Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen
untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan rujukan. Untuk itu, kami melakukan survei
kepuasan masyarakat secara berkala. Hasil survei ini
akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan
perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan
sehingga masyarakat semakin puas. Dengan
menggunakan IKM, Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas
Hulu dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan
rujukan yang diberikan selalu sesuai dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat. Keberhasilan
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Kesehatan Rujukan didukung oleh beberapa
faktor, diantaranya:

1) Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah
Sakit
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Pada tahun 2024 guna meningkatkan
sarana rujukan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Gedung IGD
RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
Peningkatan bangunan RS Bergerak Badau.
Tidak hanya sarana, Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana juga mengupayakan pemenuhan
prasarana, serta pemenuhan Alat Kesehatan
Rumah Sakit;

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang
dan jasa

Pada Tahun 2015 Melalui SK bupati No.
307 Tahun 2015, RSUD dr. Achmad Diponegoro
ditetapkan sebagai BLUD, dengan demikian
RSUD dr. Achmad Diponegoro dapat
menerapkan pola pengelolaan keuangan yang
fleksibel dengan menjunjung nilai produktivitas,
efisiensi, dan efektivitas. Diharapkan dengan
adanya fleksibilitas yang diberikan kepada
Badan Layanan Umum Daerah dapat
meningkatkan kinerja baik dari segi keuangan
maupun dalam segi pelayanan;

Meningkatnya mutu pelayanan Rujukan

Sampai dengan tahun 2024, 3 Rumah
Sakit di Kabupaten Kapuas Hulu telah
terakreditasi dengan Capaian RSUD dr. Achmad
Diponegoro dengan Predikat Paripurna dari
Reakreditasi yang dilaksanakan pada Tahun
2023 sedangkan RSUD Semitau dan RS
Bergerak Badau baru akan melaksanakan
reakreditasi di tahun 2025.

5. Pelayanan Keluarga Berencana

Capaian sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan
Keluarga Berencana diarahkan pada upaya meningkatkan

Prevalensi KB Aktif dan pengendalian Total Fertility Rate
(TFR). Sasaran Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit diukur melalui 2 indikator:
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a. Prevalensi KB Aktif
Keluarga Berencana (KB) adalah kunci penting
dalam mencapai keluarga yang sehat dan sejahtera.
Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita dapat
memastikan kesehatan ibu dan anak, mencegah
kehamilan yang tidak diinginkan, serta meningkatkan
kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. KB juga
merupakan investasi penting dalam pembangunan
berkelanjutan, karena berkontribusi pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, dan
kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian Prevalensi
KB Aktif 5 Tahun terakhir Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana:

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 15 Prevalensi KB Aktif Tahun 2020-2024

Diagram di atas menggambarkan capaian
Prevalensi KB Aktif di Kabupaten Kapuas Hulu tahun
2020-2024 mengalami fluktuasi, dimana setiap tahun
konsisten mengalami naik turun. Pada tahun 2022 ke
2023, capaian prevalensi KB aktif mengalami kenaikan
dari 66,5% menjadi 72,9%. Kemudian naik kembali di
tahun 2024 menjadi 128,1%.

Beberapa permasalahan dan kendala yang
mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Prevalensi
KB Aktif diantaranya:
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1) Masih rendahnya kesertaan KB di wilayah
Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan (Galciltas),
serta sasaran khusus seperti Kesertaan KB Pria,
PUS dengan anak stunting, PUS miskin, dan
PUS Risiko Tinggi 4 (empat) terlalu;

2) Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR) baru 76%;

3) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet
need) baru mencapai 7,1;

4) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat
mengenai kesehatan reproduksi, perilaku
berisiko, dan pendidikan seksual pada remaja
dan PUS;

5) Belum optimalnya pelayanan KB;

6) Belum optimalnya sertifikasi kompetensi tenaga
kesehatan pelayanan KB;

7) Terbatasnya akses masyarakat menuju fasilitas
kesehatan;

8) Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani
KB MKJP baru mencapai 97,1%.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan, PP dan
KB dalam memenuhi pencapaian target indikator
Prevalensi KB aktif diantaranya:

1) Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
wilayah khusus (daerah kesertaan KB rendah,
tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan,
miskin perkotaan dan wilayah bencana), serta
sasaran khusus (pria/suami, PUS unmet need,
miskin, memiliki risiko tinggi untuk hamil dan
melahirkan anak stunting);

2) Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan
Budaya Lokal;

3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media
Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar
Ruang;
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4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program
KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok);

5) Peningkatan Pengelolaan Operasional dan
Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;

6) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional
PKB/PLKB;

7) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

8) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

9) Penguatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan  Pembinaan
Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program KKBPK di Kampung KB.

b. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator
penting dalam pembangunan kesehatan dan
perencanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas
Hulu. TFR saat ini menunjukkan angka 1,4 (TFR di
Kabupaten Kapuas Hulu). Angka ini dipengaruhi oleh
berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan,
pendapatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan
reproduksi. Peningkatan TFR misalnya, dapat
berdampak pada pertumbuhan penduduk yang lebih
cepat, peningkatan kebutuhan akan sumber daya, dan
potensi masalah sosial ekonomi lainnya. Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terus berupaya untuk menurunkan TFR
melalui berbagai program, seperti promosi keluarga
berencana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
reproduksi, serta penyuluhan kesehatan tentang
pentingnya pengaturan kelahiran
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Dinas

Berikut capaian TFR dari 5 Tahun terakhir di
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu:

2020

2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 16 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun 2020-2024

Beberapa permasalahan dan kendala yang

mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Total
Fertility Rate (TFR) diantaranya:

1)

2)

3)

4)

S)

Masih tingginya angka kelahiran remaja umur
15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR
15-19);

Belum Tersedianya dokumen Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK);
Stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra
kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan)
yang berperan serta aktif dalam pengelolaan
program KKBPK masih belum optimal,;
Disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR),
unmet need, Peserta KB Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) antar
wilayah masih tinggi;

Masih  tingginya kehamilan yang tidak
diinginkan dan masih tingginya tingkat putus
pakai kontrasepsi (DO).
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Upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan,
PP dan KB dalam memenuhi pencapaian target
indikator Total Fertility Rate (TFR) diantaranya:

1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah
Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK);

2) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat

Kabupaten;

3) Dukungan Pelaksanaan  Survei/Pendataan
Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan;

4) Membentuk Rumah Data Kependudukan di
Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi
Program KKBPK di Sektor Lain;

5) Meningkatkan Penyediaan Data dan Informasi
Keluarga;

6) Mengoptimalkan Pencatatan dan Pengumpulan
Data Keluarga;

7) Meningkatkan Pengolahan dan Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;

8) Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan
Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.

6. Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah

Capaian sasaran kinerja Meningkatnya Implementasi
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diarahkan pada
upaya meningkatkan nilai SAKIP Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pengendalian @ Penduduk dan  Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satu Sasaran ini diukur
melalui indikator adalah Predikat SAKIP.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Sistem
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP
menjadi fondasi bagi perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan kinerja kami.

Melalui SAKIP, kami memastikan setiap program dan
kegiatan yang dijalankan memiliki dasar perencanaan yang
jelas, anggaran yang efisien, serta laporan kinerja yang
transparan dan akuntabel. SAKIP juga menjadi alat evaluasi
yang efektif untuk mengukur capaian kinerja dan
mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan
pemahaman dan penerapan SAKIP di seluruh unit kerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Dengan demikian, kami dapat memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas, efisien, dan
berorientasi pada hasil (result oriented government)

Berikut capaian SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
dalam 5 Tahun terakhir:

100 &—— 100
69,1
2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2. 17 Capaian SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2020-2024

Diagram di atas menggambarkan capaian Predikat
SAKIP ada penurunan di 2 tahun terakhir, hal ini
disebabkan ada perubahan indikator dan sistem penilaian
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yang dilaksanakan oleh Tim penilai SAKIP sehingga

menyebabkan Predikat SAKIP menurun cukup signifikan.
Pencapaian Predikat SAKIP Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih

terdapat

beberapa kendala dalam pelaksanaannya,

diantaranya:

1)

2)

IKU telah memenuhi kriteria indikator yang
baik, cukup untuk mengukur kinerja. Namun
belum membuat alur/SOP penjenjangan kinerja
yang jelas mulai pimpinan sampai dengan staf
operasional (individu), setiap jenjang atau
tingkatan dari pimpinan sampai dengan staf
operasional (individu) memiliki target-target
terukur, agar terdapat hubungan sebab akibat
setiap jenjang atau tingkatan, SOP belum
dengan data yang dikumpulkan didasarkan
suatu mekanisme yang memadai atau
terstruktur (siapa yang mengumpulkan
datanya, mencatat, supervisi, dan sumber data
valid), melakukan pengukuran kinerja secara
berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai
kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi
dan pengukuran tersebut menggunakan
teknologi sehingga capaian atau progres kinerja
dapat diidentifikasi secara cepat dan tepat;
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu belum
sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-
dokumen perencanaan, penganggaran dan
penilaian kinerja. Target kinerja eselon III dan IV
telah dimonitor pencapaiannya, namun hasil
pengukuran (capaian) kinerja mulai dari
setingkat eselon IV ke atas belum seluruhnya
dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian) reward & punishment, karena
dokumen hasil pengukuran belum
mencantumkan  klasifikasi pegawai yang
berkinerja, dan
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Pegawai yang tidak berkinerja, pegawai yang
mencapai target dan pegawai yang tidak
mencapai target, pegawai yang selesai tepat
waktu dan pegawai yang tidak selesai tepat
waktu, serta pegawai dengan capaian di atas
standar dan pegawai dengan capaian yang
standar;

Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum
menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan
(progress) kinerja, belum menjadi dasar untuk
mengambil tindakan (action) dalam rangka
mencapai target kinerja yang ditetapkan, belum
menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi
untuk mencapai tujuan dan sasaran;

Evaluasi program telah dilaksanakan tetapi
belum sampai ke rekomendasi yang dijadikan
dasar perbaikan perencanaan kinerja yang
dilaksanakan, dalam rangka menilai
keberhasilan program;

Hasil evaluasi program masih belum dijadikan
dasar untuk perbaikan pelaksanaan program di
masa yang akan datang dan hasil evaluasi atas
Evaluasi atas Rencana Aksi sebagian telah
ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah
nyata.

Hasil rekomendasi inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu beserta
jajarannya adalah sebagai berikut:

1)

Perencanaan Kinerja

a) Melakukan monitoring pencapaian target
RENSTRA sampai tahun berjalan;

b) Melakukan Reviu terhadap dokumen
RENSTRA secara berkala;

c) Target-target kinerja sasaran dijadikan
dasar penyusunan anggaran;

d) Dokumen PK agar menggambarkan isu
strategis yang berkembang dan menjawab
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g)

permasalahan yang teridentifikasi dalam
perencanaan,;

Capaian target kinerja dijadikan dasar untuk
memberikan penghargaan (reward), untuk
memilih dan memilah yang berkinerja
dengan yang kurang (tidak) berkinerja dan
digunakan sebagai cara untuk
menyimpulkan atau memberikan predikat
(baik, cukup, kurang, tercapai, tidak
tercapai, berhasil, gagal, dlIl) suatu kondisi
atau keadaan;

Menyusun SOP tentang mekanisme yang
memungkinkan pimpinan untuk
mengetahui progres kinerja secara terbaru;
Target kinerja dalam rencana aksi agar
dijadikan alasan untuk memberikan
otorisasi, eksekusi, diteruskan atau
ditundanya suatu kegiatan.

2) Pengukuran Kinerja

a)

b)

d)

Membuat alur penjenjangan kinerja (pohon
kinerja), membuat definisi operasional yang
jelas atas kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja;

Pimpinan sampai staf operasional agar
memahami dengan jelas kinerjanya dan
berkomitmen melaksanakan kinerja yang
diperjanjikan;

Melakukan pengukuran kinerja secara
berjenjang mulai dari staf, manajerial
sampai kepada pimpinan tertinggi dan
tingkat instansi dan pengukuran tersebut
menggunakan bantuan teknologi sehingga
capaian atau progres kinerja dapat
diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
Hasil pengukuran rencana aksi dijadikan
dasar untuk menyimpulkan kemajuan
(progress) kinerja, menjadi dasar
(ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan
(action) dalam rangka mencapai target
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3)

kinerja yang ditetapkan dan menjadi dasar
(ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan
strategi untuk mencapai tujuan dan
sasaran.

Pelaporan Kinerja

Agar Informasi yang disajikan dalam

Laporan Kinerja digunakan dalam perbaikan
perencanaan, digunakan untuk peningkatan
kinerja dan menilai, memperbaiki pelaksanaan
program dan kegiatan.

Evaluasi Internal

a)

b)

g)

Hasil evaluasi yang telah disampaikan atau
dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang
berkepentingan) dan terjadi kesepakatan
dengan pihak yang terkait langsung dengan
temuan hasil evaluasi, agar dibuat
kesepakatan secara formal dengan
menjelaskan siapa dan kapan batas waktu
rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti;
Melakukan Evaluasi internal terhadap
program  disertai rekomendasi dibuat
simpulan mengenai keberhasilan atau
kegagalan program yang dievaluasi dan hasil
evaluasi dijadikan dasar tindaklanjut
perbaikan ke depannya;

Mengevaluasi program terhadap program

telah memberikan rekomendasi-
rekomendasi untuk peningkatan kinerja
kedepannya;

Melakukan Pemantauan atas rencana aksi
dilakukan secara bulanan;

Evaluasi internal dibuat alternatif perbaikan
dan merupakan hasil rekomendasi yang
disepakati saat evaluasi internal;

Evaluasi rencana aksi sebagai dasar
perbaikan pelaksanaan program yang akan
datang;

Evaluasi internal digunakan sebagai dasar
menentukan langkah-langkah nyata.
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5) Capaian Kinerja

Untuk Meningkatkan pencapaian kinerja

yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan

dukungan informasi mengenai kinerja yang
dapat diandalkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya
bidang kesehatan tentunya tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal,
akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi
tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan
peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan
pelayanan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapus Hulu. Tantangan
yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kesehatan
adalah bahwa dinamika pembangunan kesehatan di wilayah
harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya
perkembangan global di Dberbagai sektor kehidupan
masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan
perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan
berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan
pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap
kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Kapuas Hulu agar adanya sinergi dan kesesuaian
dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang
dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal
maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan
metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan
internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses
(Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi
Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman).
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Tabel 2. 4 Tabel Analisis SWOT

Opportunities (Peluang)

Threath (Ancaman)

Eksternal

Internal

1. Adanya dukungan
dari Pemerintah
untuk
pembangunan
bidang kesehatan

2. Adanya program
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)

3. Adanya Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)

4. Adanya Program
Indonesia Sehat

Perilaku dan
pengetahuan
masyarakat tentang
kesehatan masih
rendah

Masih ada adat
istiadat dan budaya
yang tidak
menunjang
kesehatan

Masih ada kelompok
masyarakat yang
belum mampu
secara ekonomi
Terbukanya isolasi
dan mobilitas
penduduk yang
memudahkan
penularan penyakit

Strength (Kekuatan)

Strategi SO

Strategi ST

1. Adanya Perda dan
Perbup tentang
SOTK Dinas
Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

1. Peningkatan
pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan program
kegiatan kesehatan

2. Mempercepat
Perbaikan Gizi

Meningkatkan
Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatkan
Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan

2. Adanya Sumber Masyarakat Lingkungan
Daya dana untuk 3. Memantapkan
pembangunan Pelaksanaan
kesehatan Jaminan Kesehatan
Nasional
Weakness (Kelemahan) Strategi WO Strategi WT
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1. Sumber daya
manusia
kesehatan yang
masih kurang jenis
dan
kompetensinya

2. Sarana dan
prasarana
kesehatan rujukan
dan dasar masih
kurang baik dari
segi kualitas,
kuantitas dan
penyebarannya.

Meningkatkan
Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar
yang Berkualitas
Meningkatkan
Akses Pelayanan
Kesehatan rujukan
yang Berkualitas
Meningkatkan
Ketersediaan,
Keterjangkauan,
Pemerataan, dan
kualitas Farmasi
dan Alat Kesehatan
Meningkatkan
Ketersediaan,
Penyebaran, dan
Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Peningkatan
kompetensi dan
kinerja aparatur
kesehatan

Sarana dan
prasarana
kesehatan rujukan
dan dasar masih
kurang baik dari
segi kualitas,
kuantitas dan
penyebarannya.

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menentukan arah kebijakan diperlukan isu dari
tingkat nasional sampai tingkat daerah. Isu tersebut diperlukan
sebagai acuan rumusan agar program yang dicanangkan oleh
perangkat daerah itu lebih tepat sasaran dan berkesinambungan.
Untuk perumusan masalah dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 2. 5 Isu Strategis Daerah

Potensi Daerah

Isu KLHS yang

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan

belum memadai

P lah
yang Menjadi e;zr;iia ljatan Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat
Kewenangan Daerih Perangkat . . Daerah
Perangkat Daerah Daerah Global Nasional Regional
(1) (2) 3) 4 4 (5) (7)
Peningkatan layanan
- Layanan ..
.. Keterbatasan kesehatan jiwa
kesehatan jiwa )
belum Akses layanan Agenda Penguatan anggaran berbasis masyarakat
Integrasi layanan . L kesehatan jiwa, | Universal Health pelayanan sektor Penguatan literasi &
.. terintegrasi di . .
kesehatan jiwa dan promosi Coverage dan kesehatan, kesehatan, promosi kesehatan
. . . Puskesmas . ..
peningkatan literasi . . kesehatan Mental Health pengendalian rendahnya jiwa
- Literasi ] . . .
masyarakat Kkesehatan iiwa berbasis budaya | Global Action | PTM, penurunan akses di Penguatan kolaborasi
J lokal Plan AKI/AKB wilayah lintas sektor dalam
masyarakat :
terpencil penanganan masalah
rendah ..
kesehatan jiwa
Pemenuhan
. . kebutuhan obat &
- Distribusi obat . .
Ketersediaan . Ketimpangan alat kesehatan
& alat kesehatan Akses obat Perbaikan L . .
. . obat & alat . distribusi Penguatan sistem
Ketersediaan obat tidak merata . esensial & pengelolaan JKN, ) . ) .
. kesehatan di . . vaksin & distribusi farmasi &
dan alat kesehatan | - Ketersediaan o ketersediaan |ketersediaan obat _
. fasilitas . program logistik
obat esensial vaksin global | & alat kesehatan . . .
kesehatan dasar imunisasi Peningkatan

monitoring distribusi
farmasi daerah
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Pemerataan sarpras

diabetes, kanker)

Sarpras Acenda Peninckatan Promosi kesehatan antar
kesehatan belum | Penguatan SDM & . . & kesehatan wilayah
. Sustainable kualitas SDM . :
Peningkatan sarana merata kesehatan, berbasis Peningkatan
) . .. Development kesehatan, , . )
prasarana & SDM | - Tenaga medis | integrasi sistem . . . | budaya lokal, kapasitas & distribusi
. . . Goals (SDG 3: | sistem informasi .
kesehatan terampil terbatas informasi akses di SDM kesehatan
L Good Health and kesehatan o
di wilayah kesehatan . . . daerah Digitalisasi &
Well-Being) terintegrasi . . ..
pedesaan terpencil integrasi sistem
informasi kesehatan
Percepatan
. Agenda Global P .
- Angka stunting . .. . Rendahnya penurunan stunting
Program kesehatan o L. . Peningkatan gizi | Nutrition Target Penurunan .
. .. masih tinggi . . mutu layanan Peningkatan mutu
ibu, anak, gizi & & layanan 2025 & Ending | angka stunting, .
. - Mutu layanan . kesehatan ibu layanan  kesehatan
pengendalian . kesehatan ibu- Preventable penurunan AKI & . .
. kesehatan ibu & & anak di ibu & anak
stunting anak Maternal AKB .
anak rendah . pedesaan Penguatan  edukasi
Mortality .. .
gizi berbasis keluarga
Penguatan surveilans
L enyakit menular &
- Tingginya IFD’TI\Z,
prevalensi . Pengendalian . . . L
. . Pengendalian j Koordinasi Optimalisasi
Pengendalian penyakit menular envakit Agenda End TB |penyakit menular antar lavanan imunisasi dasar &
Penyakit Menular & | (TBC, HIV, DBD) peny Strategy & & PTM, . Y .
. . menular & PTM, . rujukan lanjutan
Tidak Menular - Peningkatan monitorin Global NCD peningkatan envakit Peninekatan
(PTM) kasus PTM oring Action Plan surveilans peny &
. ) vaksinasi menular kapasitas layanan
(hipertensi, kesehatan

deteksi & rujukan
penyakit
menular/PTM
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi, misi, tujuan, dan program prioritas pembangunan
daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2025-2029 merupakan kerangka strategis untuk mengoptimalkan
pengelolaan potensi sumber daya Kabupaten Kapuas Hulu.
Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sumber daya alamnya yang
melimpah, termasuk potensi pertambangan, pertanian, dan
pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung
Pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD
diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan
pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyejahterakan
masyarakat. Upaya pencapaian visi dan misi pembangunan
ditindaklanjuti dengan perumusan tujuan dan sasaran dalam
RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan memiliki peran krusial
dalam mengoperasionalkan visi dan misi ke dalam program
pembangunan yang konkret. Penyusunan tujuan yang spesifik dan
terukur akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk
mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, sekaligus
memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan
prioritas yang telah ditetapkan.

3.1. Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode
perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam
RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan
selama S (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan hasil capaian
pelaksanaan Pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten
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Kapuas Hulu, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029
adalah:

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok
visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di
tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu
kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak
diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran
makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dijelaskan

TERWUJUDNYA KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT
(SEMAKIN HARMONIS, SEMAKIN ENERGIK, SEMAKIN BERDAYA SAING,

SEMAKIN AMANAH, DAN SEMAKIN TERAMPIL)

sebagai berikut.

1. Harmonis, Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan
kondusif serta tercipta kehidupan yang harmonis antar umat
beragama.

2. Energik dan Berdaya Saing, pokok visi ini memiliki arti
bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan
Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki daya saing baik dari
pengembangan Sumber Daya Manusianya maupun dan
pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta pembangunan
infrastruktur yang adil dan handal.

3. Amanah, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
berintegritas, berorientasi pelayanan serta bebas korupsi.

4. Terampil, Terciptanya angkatan kerja yang terampil sehingga
Tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang.

3.1.1. Keterkaitan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Daerah

Perumusan Visi Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan
mempertimbangkan visi yang ada pada tingkat nasional dan
provinsi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat
berjalan secara relevan dan dapat saling memberikan kontribusi
positif. Visi Pembangunan jangka Menengah Nasional “Bersama
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” bertujuan untuk
memberikan arah pembangunan yang berfokus pada peningkatan
kualitas hidup, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan
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Visi Provinsi Visi Kabupaten

Kalimantan

Visi Nasional

Barat Kapuas Hulu
4 h 4 ™
Bersama .

Indonesia Maju Terwujudnya Terwujudnya
Menuju Kalimantan Barat Kapuas Hulu
Indonesia Emas Yang SEMAKIN HEBAT
2045 Adil. Demokratis. "(Semak.m

— L Harmonis,
R;llgms. — Semakin Energik,
Sejahtera. Semakin Berdaya

dan Berwawasan Saing, Semakin
. Amanah dan
Lingkungan. Semakin
\ y, Terampil)"

Gambar 3. 1 Keterkaitan Visi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Visi Provinsi
Kalimantan Barat dan Visi Nasional

Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Sedangkan Visi
Pembangunan Jangka Menengah yang diusung oleh Provinsi
Kalimantan Barat memiliki peran sebagai penghubung antara visi
pembangunan nasional dengan visi pembangunan daerah. Hal ini
sejalan dengan Visi Provinsi Kalimantan Barat, yaitu “Terwujudnya
Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera,
dan Berwawasan Lingkungan”. Adapun keterkaitan Visi
Kabupaten Kapuas Hulu dengan Visi Provinsi Kalimantan Barat dan
Visi Nasional adalah sebagai berikut:

3.2. Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik
membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu
dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan
paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan
datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029, misi pembangunan
sebagai berikut:
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1. MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang
harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial
dan keamanan, mendorong terciptanya kehidupan
masyarakat yang aman, tenteram, dan harmonis antar umat
beragama dengan tetap melestarikan kebudayaan lokal.
Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan
keberagaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras
dan suku. Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan di
tengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan.
Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa
dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah
oleh berita bohong (hoaks).

2. MISI 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju
masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan
serta ramah investasi dan ramah lingkungan, Mendorong
pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah berbasis
hilirisasi dan peningkatan investasi daerah dengan
memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.
Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai sumber daya alam yang
cukup melimpah baik dari segi pertanian, perikanan,
Perkebunan dan sumber daya mineral. Untuk itu pengelolaan
harus diolah sedemikian rupa agar masyarakat bisa berdaya
saing untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu
potensi investasi juga mempunyai peluang bisnis yang
signifikan terkait sumber daya alam maka perlunya adanya
regulasi serta aturan yang mengatur agar pengelolaan tetap
ramah lingkungan. Untuk itu masyarakat yang produktif juga
perlu disiapkan dalam hal ini terkait Kesehatan dasar
masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah.

3. MISI 3: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat,
berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan
kualitas pendidikan, Membangun dan meningkatkan
infrastruktur dasar khususnya di bidang pelayanan
pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan sumber daya
manusia yang unggul dan berdaya saing. Modal sumber daya
manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan
daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi

subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal

sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan,

73

RENSTRA 2025 - 2029

DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU



DINAS KESEHATAN, PP&KB
RABUPATEN RAPVAS RULY

kesehatan, dan kesejahteraannya. Potensi sumber daya
manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal
dasar Pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas
dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata.
Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus
ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan ditengah
modernisasi dan kemajuan teknologi. Peningkatan sektor
pendidikan yang disertai Pendidikan budaya, moral serta budi
pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri,
cerdas dan inovatif. Di masa pandemi, kualitas pendidikan
bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk
diperhatikan pemerintah daerah kabupaten kapuas Hulu.

4. MISI 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
profesional, berintegritas, tertib, transparan dan
akuntabilitas, misi ini dilakukan untuk mewujudkan
pengelolaan birokrasi pemerintahan yang berintegritas,
bersih, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat secara adil. Tata kelola pemerintahan berkaitan
dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut  aspek-aspek  kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya
aparatur. dengan memperbaikai tata Kelola pemerintahan
Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik
adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-
nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten
lain di Indonesia. Kabupaten Kapuas Hulu yang Sebagian
merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga
dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan
aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang
transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan
pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik
melalui darat, Sungai dan penyeberangan secara lebih cepat,
mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih
dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk
mendukung pengembangan sektor sektor unggulan dan
penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu.

5. MISI 5: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu

yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta
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penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya,
Meningkatkan kapasitas keterampilan Sumber Daya Manusia
yang Dberkualitas disertai dengan penyediaan sarana
prasarana kepelatihan. Pengembangan sumber daya
manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam keberhasilan
organisasi di era globalisasi dan persaingan yang ketat.
Pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan, kompetensi, dan produktivitas karyawan
sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal terhadap
pencapaian tujuan organisasi. Proses pengembangan SDM
mencakup berbagai aktivitas, seperti pelatihan, pendidikan,
pengembangan karir, dan manajemen kinerja, yang
semuanya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan
kemampuan individu dalam konteks pekerjaan. Selain
Sumber daya Manusia disiapkan, sarana dan prasarana juga
menjadi penting dalam mendukung pengembangan sumber
daya manusia agar lebih maksimal. Ditinjau dari sisi tugas
dalam bidang kesehatan, secara umum tugas Dinas
Kesehatan terkait dengan pencapaian visi dan misi ke-2 dan
misi ke-3 dan misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati.
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SASARAN ARAH KEBLJAKAN ISU STRATEGIS
RPIMD NSPK RPIMD Q Masalah
o Lingkungan dinamis
3 %, 3O Potensi
Memperhatikan f b%’ Sesasera
ARAH J Rangkaian kerja
yang merupakan
TUIUAN Mencapat KEBIJAKAN operasionalisasi
NSPK
Cascading
Serasifselaras
SASARAN Mencapal STRATEG[ Mempertimbangkan
J Tahapan

Cascading O Fokus
0 PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD
A

OUTCOME ™. QuTPUT

Gambar 3. 2 Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

"RENSTRA

Outcome/ProgramA
Outcome/Program B
Outcome/Program C

NSPK (Tupoks: Urusan
Daerah)

Gambar 3. 3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan Renstra PD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan dari gambar di atas, maka perlu ada perumusan
dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
untuk lebih jelasnya. Tujuan untuk menentukan target dan sasaran
kinerja perangkat daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
dinas. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel
perumusan di bawah ini
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Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

DINAS KESEHATAN, PP&KB
RABUPATEN RAPUAS RULY

NSPK DAN SASARAN Baseli TARGET TAHUN
RPfMD VAN g R?;;,EV AN TUJUAN SASARAN INDIKATOR | SATUAN ;s:z’:e
2025 | 2026 | 2027 2028 2029 | 2030
(1) ) @) 4 ) (6) (7 8 ) (10) 1y | (12
sznlgiﬁigina?];?;ih Menurunya Angka Mewujudkan PemIl?:erznan
&° nya nng Keluarga g Indeks 60,65 |60,85|61,05|61,25| 61,45 |61,65 61,85
Berbasis Pemberdayaan Kemiskinan Berkualitas Keluarga
dan Ekonomi Kerakyatan (iBangga)
Jumlah
Kematian Tbu Kasus 6 6 6 5 5 4 4
. Jumlah
Meningkatkan Kematian Kasus 45 45 | 45 | 44 44 43 | 43
keunggulan SDM Meningkatnya Meningkatnya Balita
seutuhnya yang sehat, Derajat Kesehatan | Kualitas Kesehatan
terdidik, berdaya saing, Masyarakat Masyarakat Balita Stunting | Persentase | 29,59 | 29,1 | 28,8 | 28,3 27,8 27,3 | 26,8
dan setara secara gender
Cakupan
Pelayanan Persentase N/A 80 81 82 83 84 85
Kesehatan
Meningkatkan
pelaksanaan Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja i
Akuntabilit BB BB BB BB
Dinas Kesehatan, EUIIAbITAS ) predikat Sakip Nilai B (69,5) | B (70) BB(71,5)
Meningkatkan kualitas : Kinerja DINKES (70,5 | (71) (72) | (72,5)
Pengendalian
penyelenggaraan Penduduk dan PPKB
Reformasi Birokrasi dan Keluarga Berencana
daya saing daerah
. Meningkatnya Indeks
Meningkatnya kualitas pelayanan Kepuasan
kualitas pelayanan pelay P Nilai N/A 80 | 81 82 83 84 | 85
ublik vane prima Publik pada Masyarakat
P yang p DINKES PPKB | DINKES PPKB
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Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu

TAHAP I (2026)

TAHAP II (2027)

TAHAP III (2028)

TAHAP IV (2029)

TAHAP V (2030)

(1) (2) (3) (4) (5)
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia :
Kesehatan yang Implementasi
Peningkatan Sarana | peningkatan SDM Terwujudnya

unggul melalui

pelatihan yang

berkualitas dan
berkompeten pada

dan Prasarana
Fasilitas Dasar dan
Rujukan Penunjang

yang unggul dan
peningkatan sarana
dan prasarana

masyarakat Kapuas
Hulu yang sehat,
berdaya saing dan

Terwujudnya Visi
dan Misi Bupati
"Kapuas Hulu
Semakin Hebat"

Dinas Kesehatan, Kous e dalam pelayanan produktif
. kesehatan
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
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Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

NO

OPERASIONALISASI NSPK

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

KET.

2

3

4

5

Menyediakan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang
komprehensif untuk membantu individu membuat keputusan yang tepat
terkait keluarga (Norma)

Menetapkan standar kualitas pelayanan program Keluarga Berencana (KB)
(Standar)

Identifikasi dan mengolah data dalam pelaksanaan program pengendalian
penduduk (Prosedur)

indikator kinerja dapat diukur, dievaluasi sesuai target yang ditetapkan
(Kriteria)

Meningkatkan kepersertaan kb
aktif dan pengendalian laju
pertumbuhan penduduk

Menurunkan laju pertumbuhan
penduduk

Mengutamakan pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel
(Norma)

Informasi dilengkapi dengan persyaratan lengkap terkait pelayanan
kesehatan sesuai standar (Standar)

Mengumpulkan dan mengolah data hasil dari pelayanan kesehatan
(Prosedur)

Jumlah data hasil pelayanan kesehatan yang dipublikasikan sesuai target
(Kriteria)

Meningkatn keunggulan SDM
seutuhnya yang sehat

Peningkatan status gizi ibu dan anak

Meningkatnya Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Dasar dan Rujukan

Meningkatnya Cakupan
Pemeriksaaan Kesehatan gratis

2

4

Pelayanan perangkat daerah harus transparan, akuntabel, dan responsif
(Norma)

target dan kinerja perangkat daerah diukur dan disesuaikan perencanaan
(Standar)

Mengindentifikasi target kinerja perangkat daerah sesuai anggaran
(Prosedur)

Hasil kinerja dapat diukur, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan
(Kriteria)

Meningkatnya Implementasi
Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah

Meningkatnya Nilai Predikat Sakip
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BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah /lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 - 2029. Adapun rencana
program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel-tabel
berikut ini:

TUPOKSI PD @
SA%ARAN
m— . d  PROGRAM PD

RPJMD
KEGIATAN &

SUBKEGIATAN

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kapuas Hulu
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Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan,

DINAS KESEHATAN, PP&KB
RABUPATEN RAPUAS RULY

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

NSPK DAN SASARAN

RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR OUTCOME OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET.
=1l 2 -3 -4 -5 -6 7 -8
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Meningkatkan Daya Saing Terwujudnya PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
Ekonomi Daerah Berbasis Menuru'nyé Angka penurl}na.n angka Tt et Terwu_]udnya' 1 Indeks PeI'nbanguna_n BERENCANA (KB) KB &
Pemberdayaan dan Kemiskinan tingkat Keluarga Berkualitas Keluarga (iBangga) DALDUK
Ekonomi Kerakyatan kemiskinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1 Menurunya Jumlah DINKES
Kematian Ibu PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Menurunya Jumlah MASYARAKAT (URUSAN WAJIB DINKES)
2 ] A DINKES
Kematian Balita
Meningkatkan keunggulan _ ) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
SIDI] SemavigE e ety A || _ ORI i ) flezpipdove 3 | Prevalensi Stunting KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN DINKES
selhat, terdidik, berdaya i B Derajat Kesehatan | Angka Harapan Hidup | Kualitas Kesehatan (URUSAN WAJIB DINKES)
saing, dan setara secara Masyarakat Masyarakat
ender
£ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN (URUSAN WAJIB DINKES
4 | Cakupan Pelayanan DINKES)
Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINKES
BIDANG KESEHATAN (URUSAN WAJIB DINKES)
Meningkatkan T fud
pelaksanaan Meningkatkan n:;:;llijtis rllzierja
Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan . . PROGRAM PENUNJANG URUSAN
) . Dinas Kesehatan, Akuntabilitas Ledalss yeng e, || 1 || Eepere Hredlie RLiae PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RINKES
Meningkatkan kualitas N . . akurat dan tepat
Pengendalian Penduduk Kinerja
penyelenggaraan S P - waktu
Reformasi Birokrasi dan an fieluarga berencana
daya saing daerah ] "
. . Meningkatnya Terwujudnya
M;:lzﬁl:;tkaj;ﬁ;al::s kualitas pelayanan IVII:stl:‘salfai p];a;;r};s Peningkatan kualitas 1 Indeks Kepuasan PROGRAM PENUNJANG URUSAN DINKES
pelayanan bubic yang Publik pada Y . pelayanan Publik Masyarakat DINKES PPKB | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
prima DINKES PPKB pada DINKES PPKB
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Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

%/ DINAS KESEHATAN, PP&KB
v RABURPATEN RAPUAS RULY

KODE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
\[ BIDANG URUSAN/ T 1 - : :
URUSAN / | PIOANG suB KEGIATAN/ SUBKEGIATAN JNERIA SAIUARI (e 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lt
URUSAN / |PROGRAM | KEGIATAN ur 2024
UNSUR |© e KEGIATAN outPut TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
X X [ X X -l 2 3 4 -5 -4 -7 -8 -9 -10 BN 12 13) (14) 15 -16 a7 -18
JUMLAH TOTAL DINAS , DAN BERENCANA Rp314.696.191.851 Rp324.959.241.983 Rp329.130.838.298 Rp334.014.861.014 Rp338.313.942.494 Rp343.437.552.045
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG.
2 14 DAN Rp8.142.685.500 Rp8.745.725.500 Rp8.758.862.500 Rp8.784.258.350 Rp8.811.311.192 Rp8.840.142.597
BERENCANA
[Total Fertility PK KABID
SR Nl | 221 22 219 218 217 2,16 215 Posia
terkendalinya |Angka
PROGRAM PENGENDALIAN |pertambahan  |Kelahiran
2 14 2 M fumiah Rera dumior Rp725.358.500 Rp795.768.500 Rp795.768.500 RPp795.768.500 Rp795.768.500 Rp795.768.500 S
penduduk 15-19 Tahun Nilal | 339 338 337 334 25 334 333 HERRE
(Age Specific
fertelity Rate
/ASFR 15-19)
Terlaksananya
kegiatan
Pemaduan dan
dan
Daerah|
2 14 02 2,01 Provinsi dengan Rp14.550.000 Rp70.360.000 Rp70.360.000 Rp70.360.000 Rp70.360.000 Rp70.360.000
Daerah Kabupaten/Kota  |qh provinsi
dalam rangka Pengendalian |gengan
Pemerintah
Daerah
Terlaksananya  [Jumlah Dokumen
dan
dan F
Grand (Grand Design ~|Grand Design
2 14 02 201| 0002 |Design Dokumen | 1 1 Rp14.550.000 0 Rp14.550.000 Rp14.550.000 Rp14.550.000 Rp14.550.000 Rp14.550.000
Kependudukan
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota |(GDPK) (GDPK)
Tingkat Tingkat
K
Jumlah Satuan I
Terlaksananya  |Pendidikan yang
|Advokasi, Mendapatkan
Sosialisasi (Advokasi,
Advokasi, Sosialisasi dan dan Fasilitasi Sosialisasi
Fasiltasi Pelaksanaan |dan Fasiltasi
Kependudukan Jalur Formal di B
2 14 02 201| 0009 [Satuan Pendidikan Jenjang [Jalur Kependudukan | o980 | ¢ 3 - 0 Rp25.000.000 Rp25.000.000 Rp25.000.000 Rp25.000.000 Rp25.000.000
SDMI Formal di Satuan |Jalur
dan SLTPIMTS, Jalur Nonformal |Pendidikan Formal di Satuan
jan lenjang Pendidikan
Informal SD/MI dan Jenjang
[SLTP/MTS, Jalur [SDMI dan
Nonformal dan ~ [SLTP/MTS, Jalur
Informal Nonformal dan
L - - — informal _ "
Terlaksananya _|Jumiah Laporan
Rapat Rapat
Pelaksanaan Rapat Frogram BanggaiEroorem Bangge
2 14 02 201| 0023 |Pengendalian Kegiatan | 0 0 - 0 Rp8.500.000 0 RP8.500.000 [} RPB.500.000 0 Rp8.500.000 0 Rp8.500.000
Program Bangga Kencana iy Kakiarta.
dan Keluarga |dan Keluarga
Teriaksananya _|Jumlah
[Pelaksanaan Survei/Pendataan |n Indeks n Indeks
201| 0032 [indeks Terhadap Isu Dokumen | 3 3 - 0 Rp22.310.000 0 Rp22.310.000 0 Rp22.310.000 0 Rp22.310.000 [ Rp22.310.000
Kependudukan (IKIK)
tentang tentang
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Pemetaan Perkiraan St
2 14 02 2,02 Eengendlin ngendalian Rp710.808.500 Rp725.408.500 RP725.408.500 RP725.408.500 Rp725.408.500 725.408.500
& Penduduk Cakupan Daerah P9 K RZI0.202 RIEoANY PI2540%: Rl RIL AN L i
Kabupaten/Kota penatic
cakupan daerah
kab/kota
Terlaksananya |Jumlah Laporan
Pembinaan dan Pengawasan dan dan
3 14 02 202 0009 ﬁgr{::'l‘gg‘"aa" Sl Laporan 3 s Rp112.073.500 Rp112.073.500 Rp112.073.500 Rp112.073.500 Rp112.073.500 Rp112.073.500
K Sistem Sistem
eluarga 3
Keluarga Keluarga
Terlaksananya  |Jumlah Laporan
2 14 02 202( o012 (Fenchela ar;:" gl dan | aporan | 12 12 Rp202.800.000 Rp202.800.000 Rp202.800.000 Rp202.800.000 Rp202.800.000 Rp202.800.000
Data Keluarga  |Data Keluarga
Terlaksananya  |Jumiah Dokumen
dan dan
dan Pelaporan Data peya50an Data  |Pelaporan Data
2 14 02 2,02 0013 | Pengendalian Lapangan dan h Dokumen 12 12 Rp276.000.000 Rp276.000.000 Rp276.000.000 Rp276.000.000 Rp276.000.000 Rp276.000.000
o » Lapangan dan  |Lapangan dan
y
Dibentuknya Jumlah Rumah
Rumah Data ata
yang aktif di di Kampung KB
Kampung KB |yang aktif Untuk
Pembentukan dan Untuk Memperkuat
operasionalisasi Rumah Data Memperkuat Integrasi Program!|
di Kampung KB | Integrasi Bangga Kencana
2 14 02 2,02 0015 Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga |(Pembangunan Unit 10 10 Rp61.460.000 Rpé1.460.000 Rp41.460.000 Rp61.460.000 Rp41.460.000 Rp61.460.000
Program Bangga Kencana di Kencana Keluarga,
Sektor Lain (
Keluarga, dan
Keluarga
dan Keluarga Berencana) di
Berencana) di Sektor Lain
Sektor Lain yang dibentuk
Terlaksananya
. Sistem
g‘e’:(aksanaan Sistem Peringatan Peringatan Dini ;es)l;lz’l'(qsananya
2 14 02 2,02 0016  |F Penduduk di Penduduk oleh |91 Laporan 5 3 - [ Rp14.600.000 o Rp14.600.000 o Rp14.600.000 0 Rp14.600.000 o Rp14.600.000
tingkat ysoe i
kabupaten/kota daerah penduduk
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengawasan
Pencatatan dan ::rs(::ah Lanorsn
Pembinaan dan Pengawasan zfla":::: gan a |Pelaksanaan
2 14 02 2,02 0018  |Pencatatan dan Pelaporan Keongcana 992 | bembinaan dan Laporan 12 12 Rp58.475.000 Rp58.475.000 Rp58.475.000 Rp58.475.000 Rp58.475.000 Rp58.475.000
Program Bangga Kencana
Keluarga, :mgram
Kependudukan, angga Kencana
dan Keluarga
Berencana)
Prevalensi KB
Atif Modern | Persentase (7384 7389 74,04 74,09 7414 7419 7424 bl
Meningkatnya |(mCPR)
Persentase
PROGRAM PEMBINAAN (dan peran serta - PK KABID
2 14 03 KELUARGA NA (e KB yang tidak | Persentase | 7,1 7.09 Rp4.114227.000 | 7.08 | Rpa469.827.000 | 7.07 | Rpa476867.000 | 706 | Rp4.495861.000 | 705 | Rpa516.191.900 | 704 | Rp4.537.965.265 | PPaKB
(KB)
P KB
berencana (KB) |Pasca PK KABID
Parsalinan Persentase | 58,7 58,7 59,50 60 60,5 61 81,5 PP&KB
(KBPP)
Tersusunya
Dokumen
Pelaksanaan
Pelaksanaan Advokasi, Advokasi,
Komunikasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) | Informasi dan
Pengendalian Penduduk dan | Edukasi (KIE) Rp1.962.000.000 Rp1.962.000.000 Rp1.962.000.000 Rp1.962.000.000 Rp1.962.000.000 Rp1.962.000.000
KB Pengendalian
Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penduduk dan
KB
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
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0 e [Parul Sarana di Balai
2 14 03 2,01| 0010 |Sarana di Balai Penyuluhan  [Bangga Kencana :::y“':',‘(i]'}‘ cana| Laporan 12 12 Rp1.127.000.000 Rp1.127.000.000 Rp1.127.000.000 Rp1.127.000.000 Rp1.127.000.000 Rp1.127.000.000
Bangga Kencana ( 99
Keluarga,
Keluarga,
::rﬁ’“;e‘f::“":"v Kependudukan,
s dan Keluarga
Berencana)
Terlaksananya |Jumlah Laporan
Operasi 0
Program Bangga |Program Bangga
Kencana Kencana
( (
. Keluarga, Keluarga,
Operasional Program Bangga
Khiiania roblava Fapat dan Keluarga ~ |dan Keluarga
2 14 03 2,01 0011 " " Laporan 10 10 Rp460.000.000 Rp440.000.000 Rp460.000.000 Rp4460.000.000 Rp460.000.000 Rp460.000.000
(Rakorcam), Rapat Koordinasi [Vielalui Rapat  [Melalui Rapat
Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Rapat Rapat
inasi Desa inasi Desa
), dan , dan
Mini Mini
Lokakarya Lokakarya
(Minilok) (Minilok)
| Terlaksananya  |Jumlah Dokumen
Promosi dan KIE |Promosi dan KIE
Program Bangga |Program Bangga
Kencana Kencana
( (
Promosi dan KIE Program Kaluatoc, Frohsans,
Bangga Kencana Melalui Media
2 14 03 2,01 0012 Massa Cetak dan Elektronik dan Keluarga dan Keluarga Dokumen 1 2} Rp125.000.000 Rp125.000.000 Rp125.000.000 Rp125.000.000 Rp125.000.000 Rp125.000.000
sacte MectaLGar: Rusng Melalui Media  [Melalui Media
assa
Cetak dan Cetak dan
serta ik serta
Media Media
| | Luar Ruang Luar Ruang
[ Jumiah
Terlaksananya  [Organisasi yang
\Advokasi Mendapatkan
Program Advokasi
Bangga Kencana |Program
(Pembangunan |Bangga Kencana
s crosmBase | Kt Pantaroan
2 14 03 201| oota  |O0CEn ity B Keluarga, Organisasi | 2 2 Rp250.000.000 Rp250.000.000 Rp250.000.000 Rp250.000.000 Rp250.000.000 Rp250.000.000
i dan Kependudukan,
Karke Keluarga dan
Berencana) Keluarga
kepada Berencana)
Mitra Kerja Stakeholders dan
Mitra Kerja
Terlaksananya
Tenaga Kegiatan
Penyuluh
2 14 03 2,02 KBIPetugas Lapangan KB ;ear):?: Pe:yuluh Rp1.463.027.000 Rp1.469.427.000 Rp1.476.467.000 Rp1.484.211.000 Rp1.492.729.400 Rp1.502.099.640
(PKBIPLKB) uga:
Lapangan KB
(PKB/PLKB)
Tersedianya Jumlah Sarana
" Sarana Pendukung
2 14 03 202| 0002 g:’;{:‘:l'::;‘l e Rendukung |penqukung Operasional Unit 6 s Rp29.427.000 Rp29.427.000 Rp29.427.000 Rp29.427.000 Rp29.427.000 Rp29.427.000
Operasional PKB/PLKB yang
PKB/PLKB Tersedia
Terlaksananya  |Jumlah Kader
Penggerakan  |yang Mengikuti
Penggerakan Kader Institusi  |Kader Penggerakan
0004 Masyarakat Pedesaan (IMP) Institusi Kader Institusi Orang 1712 172 Rp1.369.600.000 Rp1.369.600.000 Rp1.369.600.000 Rp1.369.600.000 Rp1.369.600.000 Rp1.369.600.000
(IMP) (IMP)
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Terlaksananya |Jumiah Laporan
Penguatan Hasil Penguatan
Pelaksanaan  |Pelaksanaan
Penyuluhan,  Penyuluhan,
Penggerakan,  |Penggerakan,
Pelayanan dan  |Pelayanan dan
i Pengembangan |Pengembangan
Fasilitasi Pelaksanaan Grbaram Han s Prosr Baraga
Penyuluhan, Penggerakan, Kencana Kencana
Dy o P gombangan |(Pembangunan —|(Pembangunan
2 14 03 202| o007 Peﬁ;z’:,(;:g‘;’;a ‘encana untukly e tuarga, Keluarga, Laporan | 14 14 Rp64.000.000 15 Rp70.400.000 1% Rp77.440.000 17 Rp85.184.000 18 Rp93.702.400 19 Rp103.072.640
Berencana/Penyulun Lapangan |gan Keluarga (dan Keluarga
( PKB/ELKB) Berencana) Berencana) untuk
untuk Petugas | Petugas
Keluarga Keluarga
BerencanalPeny [Berencana/Peny
uluh Lapangan  |uluh Lapangan
Keluarga Keluarga
Berencana Berencana
(PKBIPLKB) __|(PKBIPLKB)
Terlaksananya
Kegiatan
Pengendalian dan Fetynceln
Kebutuhan Alat dan Obat |/ =0° o250
2 14 03 2,03 Kontrasepsi serta el RP362.500.000 Rp711.700.000 RP711.700.000 RP722.950.000 Rp734.762.500 Rp747.145.625
Pelaksanaan i
Pelayanan K8 di Daerah Ebr kit
yanan KB di
Daerah
Terlaksananya | Jumlah Laporan
Pengendalian |Pengendalian
Pendistribusian  Pendistribusian
iibusiyn  |Aatdan Obat |Alat dan Obat
Pengendalian Pondistribusian
Rt dan Obat Kontrasepsidan <0nizasepsidan. Kontasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan i e
2 14 03 203| oot | Parane Penunjang Pelayanan  penunjang Penunjang Laporan | 28 2 RP25.200.000 28 Rp25.200.000 2 Rp25.200.000 2 RP25.200.000 2 Rp25.200.000 28 Rp25.200.000
Pelayanan K8 ke [Pelayanan KB ke
[Temesii Jariiga dan Fasilitas Fasilitas
Jejaringnya Kesehatan Kesehatan
Termasuk Termasuk
Jaringan dan | Jaringan dan
Terwujudnya Jumi: an,
Peningkatan  |yang Mengikuti
Peningkatan Kesertaan Kesertaan Kesertaan
Penggunaan Metode Penggunaan  |Penggunaan
2 14 03 200| 0008 | o ngka Panjang | Matade oy Orang | 828 828 RP310.994.000 | 828 | Rp310.994.000 | 828 | Rp310.994.000 | 828 | Rp310.994.000 | 828 | Rp310.994.000 | 828 | Rp310.994.000
(MKJP) Kontrasepsi Kontrasepsi
Jangka Panjang |Jangka Panjang
KIP) (MKIP)
Tersedianya |Jumiah Unit
Penyediaan Sarana Penunjang [Sarana Sarana ;
2 " s 203 | 0008 | peiavanan KB Penunjang Penunjang Unit N/A 0 " 0 RP30.000.000 0 Rp30.000.000 0 Rp30.000.000 0 Rp30.000.000 0 Rp30.000.000
Pelayanan KB __|Pelayanan KB
Terlaksananya | Jumlah Laporan
Pembinaan Hasil Pembinaan
Pelayanan Pelayanan
Keluarga Keluarga
Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan | oorencana don - |Berencana dan
2 14 03 203| 0008 |Reproduksidi Fasiitas it anclirrri O Laporan | 28 2 RP26.306.000 28 Rp26.306.000 2 Rp26.306.000 2 RP26.306.000 2 Rp26.306.000 2 RPp26.306.000
Kesshatan Termastk Jaringan | oo sl
dan Jejaringnya Kesehatan Kesehatan
Termasuk Termasuk
Jaringan dan Jaringan dan
Jumiah Tenaga
Terlaksananya  |Pelayanan yang
Peningkatan  |Mengikuti
Tenaga Tenaga Kompetensi
2 14 03 203| 0010 |Pelayanan Keluarga Berencana |Pelayanan Tenaga Orang [ ) - 0 Rp225.000.000 0 Rp225.000.000 0 Rp236.250.000 0 Rp248.062.500 0 Rp260.465.625
dan Keluarga Pelayanan
Keluarga
Kesehatan Berencana dan
Reproduksi | Kesehatan
Reproduksi
Terlaksananya _|Jumiah Laporan
Dukungan Operasional [Dukungan Dukungan
203| 0011 Pelayanan Operasional | Operasional Laporan | 0 [) : 0 Rp94.200.000 0 Rp94.200.000 0 Rp94.200.000 0 Rp94.200000 0 Rp94.200.000
Bergerak Pelayanan KB Pelayanan KB
Bergerak Bergerak
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Terlaksananya
kegiatan
Pemberdayaan
dan Peningkatan
Peran Serta
Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan
Peningkatan

Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah

Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan

i dalam
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Pelaksanaan

Pelayanan dan
Pur s ‘embinaan
Kesertaan
Ber-KB

Rp326.700.000

Rp326.700.000

Rp326.700.000

Rp326.700.000

Rp326.700.000

Rp326.700.000

Terlaksananya
Fasilitasi
Pengelolaan
Dapur Sehat
Atasi Stunting
(DASHAT)

i Kampung
Keluarga
Berkualitas

Fasilitasi Pengelolaan Dapur
0005 Sehat Atasi Stunting (DASHAT)
di Kampung Keluarga

Berkualitas

Jumlah DASHAT

i Kampung KB Uit Ll

Rp203.500.000

Rp203.500.000

37

Rp203.500.000

37

Rp203.500.000

37

Rp203.500.000

Rp203.500.000

Terwujudnya Jumiah Kampung
Pelaksanaan dan Keluarga
Pengelolaan | Berkualitas yang
Program Bangga | mengikuti
Kencana Pelaksanaan dan
dan
2 14 03 2,04| 0006 Program Bangga Kencanadi  (Keluarga, Program Bangga | Kampung | 22
Kampung Keluarga Berkualitas |Kependudukan, |Kencana

dan Keluarga | (Pembangunan
Berencana)di  Keluarga,
Kampung Kependudukan,
Keluarga dan Keluarga

Rp123.200.000

Rp123.200.000

Rp123.200.000

Rp123.200.000

Rp123.200.000

Rp123.200.000

|Meningkatnya

'PROGRAM PEMBERDAYAAN |dan peran serta Keluarga yang
'DAN

'PENINGKATAN KELUARGA  |dalam kelompok 1884

|SEJAHTERA (KS)

keluarga keluarga
sejahtera (KS)

18,84

Rp3.303.100.000

Rp3.480.130.000

Rp3.486.227.000

21

Rp3.492.628.850

Rp3.499.350.792

Rp3.506.408.832

PK KABID
PP&KB

Terlaksananya
kegiatan

a Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan |Melalui

dan Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Rp187.900.000

Rp364.930.000

Rp371.027.000

Rp377.428.850

Rp384.150.792

Rp391.208.832

Terlaksananya
aktifitas lansia
sesuai

tujuh dimensi
Pembentukan dan operasional  |lansia tangguh
2 14 04 201| 0015 SekolahLansia di Kelompok |dalam
mewujudkan
lansia yang

Persentase
sekolah lansia
dilaksanakan di Kegiatan 0
kelompok Bina
Sehat, Keluarga Lansia
Mandiri, Aktif dan
Produktif

RP14.590.000

Rp14.590.000

Rp14.590.000

Rp14.590.000

Rp14.590.000

Terlaksananya
Pengelolaan
Ketahanan
Keluarga Melalui
Pusat
Pelayanan
Keluarga
Sejahtera
(PPKS)

Jumlah laporan
hasil pengelolaan
Ketahanan
Keluarga Melalui Laporan /
Pusat Dokumen
Pelayanan
Keluarga
Sejahtera (PPKS)

Pengelolaan Ketahanan
Keluarga Melalui Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera
(PPKS)

Rp28.800.000

Rp28.800.000

Rp28.800.000

Rp28.800.000

Rp28.800.000

Rp28.800.000

RENSTRA 2025 - 2029

DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU

86



4
o

%/ DINAS KESEHATAN, PP&KB
v RABUPATEN RAPVAS HULY

Jumlah Laporan

| erlaksananya | asil Promosi
Sosialisasi can,
Promosi dan
Kelompok Kegiatan E:"’ig:‘a’zk
Kegiatan Ketahanan dan Ketahanan dan Ke?ahanan i
Kesejahtoraan Keluarga (BKB, |Kesejahteraan (/@ #1eHan 90
2 14 04 201| 0017 BKR, [Keluarga (BKB, |[c2Polan (BKE, Laporan 0 0 - 0 Rp40.500.000 0 Rp40.500.000 0 Rp40.500.000 0 Rp40.500.000 0 Rp40.500.000
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha  [BKR, BKL, B
Peningkatan Pendapatan |PPPKS, BEPRS,
Keluarga |PIK-R dan PIK-R da i
Akseptor (UPPKA)) ‘F'embenjlayaan Pemberdayaan
Kovmgauppis Ekonom
" uar: Keluarga/UPPKS
| )
Terlaksananya Jumiah Unit
|Pengadaan Sarana
Sarana Kelompok
|Kelompok Kegiatan
|Kegiatan Ketahanan dan
Pengadaan Sarana Kelompok |yccahanan gan  |Kesejahteraan
eglatan Ketabanan dan |Kesejahteraan | Keluarga (BKB,
Kesejahteraan Keluarga (BKB, || *°1° ABKE, |BKR 9 g
2 14 04 201| 0018 [BKR, ol " |BKL PPKS, PIK- Uit 10 10 Rp130.000.000 Rp130.000.000 Rp130.000.000 Rp130.000.000 Rp130.000.000 Rp130.000.000
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha gy 'ppis, pik- |R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan z 2
Keluarga Akseptor (UPPKa) R dan Usaha  [Peningkatan
uiarg P Peningkatan Pendapatan
Pendapatan Keluarga
|Keluarga Akseptor
|Akseptor (UPPKA) yang
|(UPPKA) tersedia
[Terlaksananya | Jumlah kader
OrientasifPelatih |yang mengikuti
Jan Orientasi/Pelatiha
Teknis n Teknis
|Pelaksana/Kader Pelaksana/Kader
o Teknis dan
Pelaksana/Kader Ketahanan  |dan Kesejahteraan
an Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Kesejahteraan Keluarga (BKB, |Keluarga (BKB, |BKR,
2 14 04 201| 0019 [BKR, |BKR, BKL, BKL, PPKS, PIK- | Orang [ 0 - 150 Rp121.940.000 150 Rp128.037.000 150 Rp134.438.850 150 Rp141.160.792 150 Rp148.218.832
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha PPKS, PIK-R dan|R dan
Keluarga Ekonomi Ekonomi
Akseptor (UPPKA) KeluargalUsaha |Keluarga/Usaha
|Peningkatan | Peningkatan
|Pendapatan Pendapatan
|Keluarga Keluarga
|Akseptor Akseptor
|(UPPKA) (UPPKA)
Jumlah Laporan
Terlaksananya [, A0 RO
|Orientasi dan
[pelathan Teknis. |50 o1 ks
Orientasi dan Pelatihan Teknis ~Pengelola Pengelola
Pengelola Ketahanan dan |Ketahanan K atahaniaidan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, |dan Kessjahtaraan
BKR, |Kesejahteraan
2 14 04 201 0021 g opks pIKR dan Usaha | Keluarga (BKE, g;l;arg: L(BKB, Laporan s 5 Rp29.100.000 5 Rp29.100.000 5 Rp29.100.000 5 Rp29.100.000 5 Rp29.100.000 5 Rp29.100.000
Peningkatan Pendapatan |BKR, BKL, E L
eluarga |PPKS, PIK-R dan| "4
Akseptor (UPPKA) Pemberdayaan |port oo
‘Ezm‘:rm;/uppm o
[ Keluarga/lUPPKA
)
[ Terlaksananya
kegiatan
dan
Beran Cor Orgarisasi
ey Qginast Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Tingkat Daerah Kabupaten/ |, 0" T
2 14 04 2,02 Kota ol Rp3.115.200.000 Rp3.115.200.000 Rp3.115.200.000 Rp3.115.200.000 Rp3.115.200.000 Rp3.115.200.000
dalam Pembangunan Pa A
embangunan

Kelual
Melalui Pembinaan Ketahanan

dan
Kesejahteraan Keluarga

Keluarga
Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
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Terlaksananya  |Cakupan
Pemantauan  Pemantauan
Data Data dan
Pemantauan Data dan Informasi dan Informasi Informasi
Keluarga Berisiko Stunting Keluarga Berisiko Keluarga Berisiko
(Termasuk remaja Calon Stunting Stunting |
14 04 202| 0005 Pengantin/Calon PUS, lbu (Termasuk (Termasuk faporan | 10 10 Rp1.416.000000 Rp1.416.000.000 Rp1.416.000.000 Rp1.416.000.000 Rp1.416.000.000 Rp1.416.000.000
jamil, remaja Calon  remaja Calon
Pasca on [P 9
Baduta/Balita) PUS, lbu Hamil, |PUS, Ibu Hamil,
Pasca
Baduta/Balita) Baduta/Balita) | |
Terlaksananya |Jumiah Keluarga
Pendampingan  Berisiko Stunting
Pendampingan Keluarga Keluarga Berisiko (Termasuk
Berisiko Stunling (Termasuk  [Stunting remaja Calon
remaja Calon (Termasuk Pengantin/Calon
14 04 202| 0006 Pengantn/Calon PUS, lbu remajaCalon  |PUS, lbuHamil, | laporan | 10 10 Rp1.699.200.000 RP1.699.200.000 Rp1.699.200.000 Rp1.699.200.000 Rp1.699.200.000 Rp1.699.200.000
Hamil, Pengantin/Calon Pasca
Pasca salinkelahiran, PUS, salinfkelahiran,
Baduta/Balita) Ibu Hamil, Pasca |Baduta/Balita)
salinkelahiran, yang mendapat
URUSAN PEMERINTAHAN
\WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
2 BIDANG Rp306.553.506.351 Rp316213.516.483 Rp320371.975.798 Rp325.230.602.664 RP329.502.631.502 Rp334.597.409.448
KESEHATAN
2 2 Persentase ibu
hamil
g’;‘;‘:,':::““ Persentase | 100 100 Rp112807.907.350| 100 |Rp114279.912105| 100 |Rp115.538371.535 100 (Rp116.568026954 100 |Rp118277.894.372] 100 |Rp119.653.705.928) 'pecpae
pelayanan Sesuai Standar
ibu
hamil dan iby ~Persentase ibu
bersarin et PK KABID
mendapatkan
s Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 el
persalinan
sesuai standar
Persentase bayi
baru lahir yang
mendapatkan PK KABID
i persentase | 100 100 100 100 100 100 100 e
keschatan
sesuai standar
Pelayanan Balita yang
bayi PK KABID
B b bl Iy persentase | 100 100 100 100 100 100 100 D
dan anak usia  kesehatan
sesuai standar
dasar Persentase anak
usia pendidikan
dasar yang
mendapatakn | Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 LBl
skrining
kesehatan
sesuai standar
menlngkmnya Cakupan
penerima PK KABID
NA 35 4 55 & 70 7 ANAS
Gratis.
gratis Persentase
penduduk
penerima
pemeriksaan Persentase | N/A 65 70 73 75 80 85
keschatan gratis
kelompok usia
bayi baru lahir
Persentase
penduduk
penerima
meriksaan
Roaahaton gratis| Persentase | NA 50 55 60 5 70 75
kelompok usia
balita dan anak

usia pra sekolah
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penerima
pemeriksaan

Persentase | N/A 20 35 45 60 70

gratis
kelompok usia
sekolah dan
remaja
Persentase

penerima
pemeriksaan Persentase | N/A 35 45 56 60 70 75
kesehatan gratis'
kelompok usia
dewasa
Persentase
penduduk
penerima
pemeriksaan Persentase | N/A 50 55 60 65 70 75
kesehatan gratis
kelompok lanjut
usia

Persentase
Meningkatnya warga negara
Pelayanan Usia 60 Tahun
Kesehatan ke atas yang
'warga negara  mendapatkan
usia 60 tahun ke skrining

atas Kesehatan
Sesuai Standar
Persentase
Balita Berat
Badan Sangat
Kurang dan Persentase |2524 249 244 239 234 22,9 224
Berat Badan
Kurang
Corweight _(Underweigth)
dan Wasting  |Persentase
Balita Gizi
Buruk dan Gizi | Persentase 10,51 10,1 9.7 2.3 89 85 8.1
Kurang

Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 PKKABID P3

PK KABID
KESMAS

PK KABID
KESMAS

Persentase

orang usia 15 -
Meningkatkan 59 tahun yang
90 90 1 92 93 94 95 PKKABID P3

skrining skrining

orang usia 15 -  sesuai standar
59 tahun Prevalensi
Obesitas >18 | Persentase | N/A 234 234 24 o 5 P e
tahun

PROGRAM PEMENUHAN Pﬂ!d'nr:le
UPAYA KESEHATAN D;‘ﬂ b:t a
PERORANGAN DAN UPAYA labetes

Melitus yang
KESEHATAN MASYARAKAT mendapatkan Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 PKKABID P3

pelayanan
kesehatan
sesuai standar
Persentase
penderita
Hipertensi yang
mendapatkan Persentase 5 10 15 20 25 29 PKKABID P3
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
Persentase
merokok
penduduk 10-21
tahun

Persentase | N/A 124 .4 104 9.4 9 84 PKKABID P3

Persentase
Orang Dengan
Gangguan Jiwa
Berat

yang Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 PKKABID P3
mendapatkan

pelayanan
kesehatan
Meningkatkan | sesuai standar
cakupan Prevalensi
[etny sy Depresipada | Persentase | N/A 14 14 14 14 14 14 PKKABID P3
penyakit usia 215 tahun
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Persentase
orang terduga
B

mendapatkan Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 PKKABID P3
pelayanan TB
sesuai
standar
Cakupan
Penemuan Persentase | N/A 90 90 90 90 90 90 PKKABID P3
Kasus TB
Persentase
Penderita TB
yang memulai
pengobatan

Persentase | N/A 95 95 95 95 95 95 PK KABID P3

‘Angka

Keberhasilan Persentase | N/A 90 90 90 90 90 90 PK KABID P3
Pengobatan TB
Persentase
orang dengan
resiko terinfeksi
HIV

mendapatkan | Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 PKKABID P3

layanan
deteksi dini HIV

[ﬁenlngkuuun Cakupan
Dasa i

r Bayi N/A 50 51 52 53 54 55 PKKABID P3
|Lengkap Lengkap
Menurunkan | Kejadian Luar
KLB Biasa £1 kasus
Persentase
Puskesmas ILP
Persentase
Fasilitas
Pelayanan Persentase | N/A 52,5 545 56,5 58,5 60,5 62,5 PK,,';:?(ID
Kesehatan
Sesuai Standar
Rasio Daya

Satuan 1 <1 1 <1 <1 1 <1 PKKABID P3

PK KABID
PSDK

Persentase | 100 100 100 100 100 100 100

Tampung
Rumah Sakit Persentase | 1,04 m 112 1,14 116 118 1.2

PK KABID
Rujukan ESDK

Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
dengan

PK KABID

Persentase | 70 70 75 80 85 90 95 PSDK

Kualitas
v sesuai standar
Primer dan  Persentase
Vo e Puskesmas
yang Mencapai PK KABID
Target Indikator | Persentase | N/A 17 18 19 20 25 30 PSDK
Nasional Mutu
(INM) yang

Tingkat
Kepuasan PK DIREKTUR
Pasien et RS DAN
Terhadap Nilai N/A 77 78 78 79 79 80 KEPALA
Pelayanan PUSKESMAS

Persentase

RumahSakit | Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 KRB0

PSDK

Persentase
Puskesmas Persentase | 100 100 100 100 100 100 100
terakreditas
Cakupan

PK KABID
PSDK

Aktif Jaminan Persentase | N/A 55 60 61 62 63 65 PKP:G?(ID

Kesehatan
Nasional

Kepesertaan
[Jaminan
Kesehatan

Tersedianya

Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan

untuk UKM dan Rp64.456.471.550 Rp65.238.554.305 Rp66.021.409.735 Rpé6.482.550.709 Rp&7.429.805.779
P

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan

Kesehatan untuk UKM dan
UKP

Rpé68.471.786.357

Kewenangan Daorah

Kabupaten/Kota ety

ievonangan ‘
Kab/Kota |
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I
Teenuhinya Jumiah Rumah
Rumah Sakit  |Sakit Baru yang
Baru Memenuhi Rasio
Pembangunan Rumah Sakit | dengan Rasio | Tempat Tidur
1 2 2 201 1 Dbeserta Sarana dan Prasarana |Tempat Tidur | Terhadap Unit 1 1 RP13384.817.180 | 1 | Rp20.000000.000 | 1 | Rp20000.000000 | 1 | Rp20.000000.000 | 1 | Rp20.000.000000 | 1 | Rp20.000.000.000
Pendukungnya Terhadap Jumlah
Jumlah Penduduk
Penduduk Minimal
Minimal 1:1000 | 1:1000
Terbangunnya anleh byt
1 2 2 201 2 e oror o Masyarakat Unit [} [} RpO 1| Rp15000.000000 | 1 | RP15.000000000 | 1 | RP15000.000.000 | 1 | Rp15.000.000000 | 1 | Rpl5.000.000.000
(Puskesmas)
| | | (Puskesmas) _yang Dibangun | i il
Terbangunnya  Jumlah Fasilitas
Pembangunan Fasilitas Fasiltas Kesohatan
1 2 2 201 R s Hadra i oy Unit 5 5 RP24.581.960000 | 5 | Rp.000.000000 | 5 | Rp9.000.000.000 ‘ 5 | Rp9.000.000000 | 5 | Rp%.000000.000 | 5 | Rp9.000.000.000
Lainnya yang Dibangun
Terbangunnya | Jumiah Rumah
Pembangunan Rumah Dinas ~ [Rumah Dinas | Dinas Tenaga .
1 2 2 201 Dttt sl et inoae | o 4 4 RP1.027252500 | 4 | Rp1.100000.000 | 4 | Rp1100.000.000 | 4 | Rp1.100.000000 | 4 | Rp1.100.000.000 | 4 | Rp1.100.000.000
Kesehatan __|Dibangun
Tersedianya |Jumiah
Puskesmas yang [Puskesmas yang
Ditingkatkan | Ditingkatkan
1 2 2 201 6 |Pengembangan Puskesmas  [Sorenar . [BaE0E Unit 5 5 Rp4285501.320 | 4 | Rp1.600000.000 | 4 | Rp1.600.000.000 | 3 | Rp1.200.000000 | 3 | Rp1:200000000 | 3 | Rpl.200.000.000
Kesehatan dan | Kesehatan dan
'SOM agar Sesuai|SDM agar Sesuai
| Standar |'standar
Jumlah Fasilitas
Kesehatan
Terlaksananya ";':;V"‘
Pengembangan Fasilitas Z’:?I:;“sbmgan Ditingkatkan
1 2 2 201 7 [Pt Sarana, Unit 5 5 Rp122.800.000 5 | Rp2000.000000 | 5 | Rp2000000.000 | 5 | Rp2000.000.000 | 5 | Rp2000.000000 = 5 | Rp2.000.000.000
Lainnya Sesuai | raserana Alat
Standar SOM
agar Sesuai
ASlanﬂav
TS0 | ymiah Sarara,
Prasarana dan P';s“'a"a dan
y’::‘g';.z:r:‘a""" Kesehatan yang
1 2 2 201 g [RohebBtasl dan Pomelharsan ryiyiiian T,,"iigrgr‘fk““" Unit ) 0 RpO 3 Rp2.000.000.000 3 Rp2.000.000.000 3 Rp2.000.000.000 3 R2.000.000.000 3 Rp2.000.000.000
Program Rehabilitasi dan
Rehabiltasi dan |renabitasi da
Pemelinaraan
Olch Rumah | Sieh Rumeh
Sakit
Sorsedianya | jumlah Sarana,
Sracoana dan  Presarana can
Rehabilitasi dan Pemeliharaan ;‘J.?L?Z?:r? 220 | Kesehatan yang .
1 2 3 201 g [Rehexies o Telah Dilakukan Unit 3 3 RP442.800.000 | 23 | Rp1.150000000 | 23 | Rpl.150.000.000 | 23 | Rp1.150.000000 | 23 | Rpl.150.000000 | 23 | Rpl.150.000.000
Rehabitasi dan | Rehaciitas! dan
Pemeliharaan Ozamh arann
°F',z:kesmas Puskesmas
;Z’fsaf“:a”ya Jumiah Sarana ,
Prasarana dan :::‘sarana dan
ﬁ:;ﬁz:;\amn Kesehatan yang
& . Telah Dilakukan
1 2 2 201 ig;  Behatwiesl dan Pe'"Lz'i‘r"‘:;za" Dlalavan - iltasi dan Unit 4 4 Rp636.800.000 40 Rp800.000.000 40 Rp800.000.000 40 Rp800.000.000 40 Rp800.000.000 40 RpB00.000.000
Pemelinaraan ;‘;‘;\“’"ha’a""
Faslitas
Fasilitas
Kosonaan Kesettan
Lainnya s
ersedat@ | jumiah Sarana
Soene o dan Prasarana
Rehabiltasi dan Pemeliharaan | Rumah Dinas | Rumah Dinas
11 Rumah Dinas Tenaga Tenaga ok Y Unit 4 4 RP572.800.000 23 | Rp440.000.000 2 Rp440.000.000 2 RP460.000.000 | 23 Rp4£0.000.000 23 Rp440.000.000
Kesehatan Kesehatan yang |TotelTn YA00
Telah Dilakukan |g ohopiiasi dan
Rehabiltasi dan | soroiioo, oo
Pemeliharaan |
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Tersedianya Alat [Jumian Alat
Pe lat 3 jang
1 2 2 201 14 |Penunjang Medik Fasilitas Pt ) Medi Fasilitas nit 2 21 Rp3300.000000 | 23 | Rp2:300.000000 | 23 | Rp2300.000.000 | 23 | Rp2:300.000000 | 23 | Rp2.300.000.000 | 23
i Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pelayanan
Faleyana Kesehatan yan
Kesehatan Rigion yang
Disediakan
Teclinaranya Alat [Jum'ah Alat
Pemeliharaan Rutin dan Berkala q jang
jang Medik Fasilitas "
'
1 2 2 201 20 |Gk Facikas Pelayanan Modk Fasiizs /ngn Unit 19 19 Rp729.497.000 23 | Rpl.500000.000 | 23 | RP1.500.000000 | 23 | Rp1.500.000.000 | 23 | RP1.500.000.000 | 23 | Rp1.500.000.000
Kesehatan prbekat) Kesehatan yang
csonatan Teelihara Sesual
Sesuai Standar | g0 ar
Tersedianya
Rumah sakit i:??ﬁ!:g’"‘ah
Y;’!g ditingkatkan
jtingkatkan | OO
sarana, 2
2 prasarana, alat
pkr:samna. slat kesehatan dan
sehatan dan
k DM agar sesuai
DM agar sesuai 5
protscloa standar jenis
elayanan ruman (°Siayanan rumah
ot berdasarkan
berdasarkan |, olas rumah sakit
1 2 2 201 22 |Pengembangan Rumah Sakit  kelas rumah sakit| Unit 0 0 RpO 1 RP500.000.000 1 RP500.000.000 1 RP500.000.000 1 Rp500.000.000 1 Rp500.000.000
vang
et asio | Temendhiaso
'fmpa‘ tidur terhadap jumlah
erhadap jumiah
penduduk
pendullk minimal
minimal
1:1000 dan/atau
1:1000 dan/atau | e L
dalam rangka | o nin gicatan
peningkatan | 2000
kapasitas eiavaran
Pelsyanan rumah sakit
rumah sakit
Tersedianya Jumlah Obat,
Obat, Bahan  Bahan Habis
Habis Pakai,
Pengadaan Obat, Bahan Habis |,P2k@. Bahan | Bahan Medis
A} o Medis Habis |Habis Pakai,
1 2 2 201 B e Veik Mt PRl Vaksin, Paket | 454 454 RP14255.376000 | 300 | Rp6.600.000.000 | 300 | Rp7.260000.000 | 300 | Rp7.986.000.000 | 300 | RpB.784.600.000 | 300 | Rp9.663.060.000
PLeel,, Yowam; M Vaksin, Makanan dan
Minuman di Fasiltes Kesehatan | (&S | Makanan &
Minuman di Fasilitas
Fasiltas Kesehatan yang
Teriaksananya _[Jumiah
Y
Pendekatan  |Kesehatan Di
Pengembangan Pendekatan  |-¢ayanan i DTPK
i (Pelay
V! WO prpee Kesehatan
1 2 2 201 B e s Pl i Bergerak, Gugus| Layanan | 6 [ Rp687.537.750 s RP756.291.525 6 Rp831.920.677 6 Rp915.112.745 6 Rp1.006.624.019 6 Rp1.107.286.421
Pelayanan Kesehatan Berbasis |'eSenatan Palaii. Folayanan
Tebr‘r"e dicing) Bergerak, Gugus| Kesehatan
Pulau, Pelayanan|Berbasis
Kesehatan Telemedicine)
Berbasis yang Dilakukan
Terlaksananya
distribusi Alat |Jumlah distribusi
Kesehatan, [Alat Kesehatan,
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, [JoakBahon | Obar, Bahan
Bahan Habis Pakai, Bahan v il oo
1 2 2 201 26 |Meds Habis Pakai, Vaksin, | Sonantedis |Bahan Paket | 250 250 Rp429.329.800 125 | Rp472.262780 | 125 Rp519.489.058 125 RpS71.437.964 | 125 Rp628.581.760 125 Rp691.439.936
Makanan dan Minuman ke 8 Pakel, Is Habls
Y nan Jan Mo Vaksin, Pakai, Vaksin,
Makanan dan  [Makanan
Minumanke | ke Fasiltas
Fasilitas Kesehatan
Tersedianya
Penyediaan Layanan Layanan
Kesehatan [Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan [Untuk UKM dan Rp47.794.295.800 Rp48.451.444.800 Rp48.890.998.500 Rp49.419.857.615 Rp50.138.849.100 RP50.424.697.130
| Tingkat Daerah UKP Rujukan
KabupateniKota Tingkat Daerah
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Torkeiolanya [Jumian o Hami
Pelayanan |
1 2 2 202 i [Feneslolasn Pelayanon Kesehatan (‘fandspetcan Orang | 4693 4693 RPS7.365.000 4695 | Rp63.101.500 | 4497 RP69.411.650 | 4499 | Rp76.352.815 | 4501 Rp83.988.000 | 4503 Rp92.386.000
Ibu Hamil Sesuai s > ot ot
Standar Sesuai Standar
Jumiah Ibu
Terkelol {dumtah
oo B g
1 2 2 202 2 [Penasidiaan Pelayenan Kesehatan  Mendapean Orang | 4666 4666 RP183.677.000 | 4668 | Rp202.045.000 | 4.470 | Rp222.250000 | 4.672 | Rp244.475.000 | 4674 | Rp268.921.000 | 4476 | Rp295.814.000
? Ibu Borsalin |, 2200
Sesuai Standar |
Sesuai Standar |
Torkololarya uian BayiBaru|
|Lahir yang
Pelayanan
1 2 2 202 §  |Pengelolaen Pelayanen Kesehatan | Mendopatian Orang | 4583 4853 Rp10.660.000 | 4855 | Rp11.726.000 | 4857 | Rpl12.899.000 | 4.859 RP14.189.000 | 4861 Rp15.608000 | 4863 | Rp17.169.000
Kesehatan Bayi Baru Lahir e oo Lahir |Pelayanan
; Kesehatan
Sesuai Standar |
Sesuai Standar_|
Torkelolanya _|Jumiah Balita
Pelayanan |yang
1 2 2 202 g {redosioissnrakyaney Kesehatan "‘:‘,Z:‘:y”::;’;f" Orang  |22713 22975 RP21.920.000 | 22.977 | Rp24.112.000 | 22.979 | Rp26.534.000 | 22.981 | Rp29.176.000 | 22.983 | Rp32.094000 | 22985 | Rp35.303.000
s'i:‘f“':je“a' |Kesehatan
|Sesuai Standar _ |
Jumiah Anak |
gz’l‘;‘;‘:r":':‘ﬁ |Usia Pendidikan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan D’;ff'
1 2 2 202 5 Kesehatan pada Usia pada Usia o i Orang 40878, 41662 RP42.383.000 | 41.664 | Rp47.722.000 | 41.666 | RpS52494000 | 41.448 | RpS7.743.000 | 41.670 | Rpé3.518.000 | 41672 | Rpé9.849.000
Pendidikan Dasar Pendidikan |Pelay aﬁ g
Dasar Sesual | Kesehatan
Sesuai Standar
{Jumiah
|Penduduk Usia
e £
1 2 2 202 6 Pengslolaan Pelayanan Keseyha';n yang Orang 68067 168067 Rp62.830.000 170067 | Rp120.830.000 | 172067 | Rp130.830.000 | 174067 | Rp140.830.000 | 176067 | Rp150.830.000 | 178067 | Rp160.830.000
Kesehatan pada Usia Produktif Usia Produktif ‘Msndapmkan - g = 2 - - > = = & a -
Sosuai Standar | Poi2yanan
Kesehatan
|Sesuai Standar
[Jumiah
Terlaksananya |
Forciooya. - |Pondudu Usia
1 2 2 202 7 |[Eéneciman Pelayanan Faayenan endasa Orang 26889 26218 RP57.210.000 | 26220 | Rpé2.931.000 | 26222 | Rp69.225.000 | 26224 | RP76.147.000 | 26226 | RpB3.763000 | 26228 | Rp92.139.000
Kesehatan pada Usia Lanjut Kesehatan Usia Pelay;‘:‘ ) ' paz210. X PAZ-Iak! X ROT-Z25 % prA LA/ C Pp83.763. A=)
Lonit Sesual~ {C0roon
Sesuai Standar
Terlaksananya [
Pengelolaan :‘::‘e'::nif’;:ﬁ;'a |
Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan
1 2 2 202 8 oo Pandeua Hperenst [Kesshatan IR Orang 68136 8136 Rp25.825.000 | 69136 | Rp30.625000 | 70136 | Rp35825.000 | 71136 | Rp40.825.000 | 72136 | Rp45.825000 | 73136 | Rp50.825.000
Hipertensi {{sastiatan
Sesuai Standar | 925U Standar |
Terlaksananya |Jumiah Penderita |
Pengelolaan  Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan ang
1 2 2 202 9 Kesehatan Penderita Diabetes | Kesehatan Mendapatkan Orang 3188 3188 Rp672.315.000 3198 Rp$72.315.000 3208 Rp672.315.000 3218 Rp672.315.000 3228 Rp472.315.000 3238 Rp672.315.000
Melitus Pendorita |Pelayanan
Diabetes Melitus | Kesehatan
Sesual Standar_|Sesuai Standar
Terlaksananya  [Jumiah Orang
Pongololaan |
oo |Mendapatian
Pengelolaan Pelayanan ey Pelayanan |
1 2 2 202 10 Kesehatan Orang dengan Orang dengan Kesehatan Orang|  Orang | 583 583 Rp380.240.000 | 593 | Rp380.240.000 | 603 | Rp380.240000 | 613 | Rp380.240.000 | 623 | Rp380.240.000 | 433 | Rp380.240.000
Gangguan Jiwa Berat dengan |
Gongguan SR v
Beral Sesuai
Sesuai Standar |Standar
Terlaksananya ‘%:g’:;‘ao'a"g [
Pengelolaan Menderita
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Moot
1 2 2 202 11 Kesehatan Orang Terduga Kesahatan Bagi | " Orang 3670 3.670 Rp643.770.000 | 3.680 | Rpss3.770.000 | 3.490 | Rps83770.000 | 3700 | Rp703.770.000 | 3710 | Rp723.770.000 | 3720 | Rp743.770000
Tuberkulosis Orang Terduga n;’idawkan
cosua Sincar | Pelvanan
|Sesuai Standar
Terlaksananya |Jumiah Orang
Pengelolaan  [Terduga
Pengelolaan Pelayanan Polayanan Menderita
12 [Kesehatan Orang dengan Risiko | bagi Orang | HIV yang Orang | 5966 5968 RP12825000 | 6115 | Rp22825.000 | 6165 | Rp32825.000 | 6215 | Rp42.825.000 | 6265 | Rp52.825000 | 6315 | Rpé2.825.000
Terinfeksi HIV TerdugaHIV  |Mendapatkan
Sesuai Pelayanan
Standar Sesuai Standar
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[Jumiah Dokumen |
Terlaksananya  |Hasil |
Pengelolaan |Pengelolaan
Pelayanan | Pelayanan
Kesehatan bagi | Kesehatan bagi
e i oy
1 2 2 202 14 TerdampakKrisis Kesehatan  |Tercampak | ferdampak | Dokumen | 23 2 Rp40.852.000 23 Rp40.852.000 23 Rp40.852.000 2 Rp40.852.000 2 Rp40.852.000 2 Rp40.852.000
Q’;‘:;Lﬁg:‘g‘;:zx;“a'a“ [Akibat Bencana |Akibat
dan/atau Bencana
Baotensi danjatau
Bencana Sesuai |Beotensi
Standar Bencana Sesuai
|Standar
Terlaksananya [1umieh Dokumen |
Pengelolaan |
1 2 2 202 15 P""gs'°"‘a"6;?'““"“" Pelayanan "li".?i?.!?ﬁ" Dokumen | 15 15 Rp5.867.420.000 15 RP5.867.420.000 15 Rp5.867.420.000 15 Rp5.867.420.000 15 Rp5.867.420.000 15 RpS5.867.420.000
Masyarakat |Kesehatan Gizi
Jumiah Dokumen |
Terlaksananya | Hasil
1 2 2 202 16 i Pelayanan Pelayanan Dokumen | 23 2 RP500.951.000 23 Rp551.046.000 23 RP406.765.000 23 RP646.765.000 23 Rp734.420.000 23 RpB06.786.000
Kesehatan Kerja dan Olahraga [\ 01 o0n Kerja |Kesehatan Kerja
dan Olahraga n
Olahraga
Terlaksananya |Jumiah Dokumen |
Pengelolaan Pelaya Pengelolaan ::vs\“elolaan
1 2 2 202 17 eioaah E-ayanan Pelayanan 9 Dokumen | 23 23 Rp1.292.112.000 23 Rp1.421.323.000 23 Rp1.563.455.000 23 Rp1.719.801.000 23 Rp1.891.781.000 23 Rp2.080.959.000
Kesehatan Lingkungan Kesehatan | Pelayanan
eoemean  |Kesehatan
\Lingkungan
Terlaksananya umian Dokumen |
Pengelolaan Pel Promosi[Pergeaan DO
1 2 2 202 18 e T elayanan Promos | pelayanan ‘Pelgyana" Dokumen 5 5 Rp336.890.000 3 Rp346.890.000 3 Rp356.890.000 3 Rp366.890.000 3 Rp376.890.000 3 Rp386.890.000
Promosi A
|Promosi
Kesehatan | esehatan
Jumlah Dokumen |
Terkelolanya  Hasil |
Pelayanan |Pengelolaan
Kesehatan Pelayanan
onoalolasn beseyenan Tradisional, |Kesehatan
1 2 2 202 1 e n Aot ey, e [ Ao, [Tradisional, Dokumen | 23 2 RP53.000.000 23 RP58.300.000 23 RP64.130.000 2 Rp70.543.000 2 Rp77.597.300 2 Rp85.357.030
purtur, Ast - dan fasihan Akupuntur,
Tracisonal Leinoya Mandiridan  |Asuhan Mandid
Tradisional dan
Lainnya | Tradisional
|Lainnya |
= Jumiah Dokumen
[erlaksananya Hasil |
1 2 2 202 20 i:ggﬁ::'::" Survallans ”;;‘5::;‘::“ [Pengelolaan Dokumen | 23 23 Rp441.699.000 23 Rp441.699.000 23 Rp441.699.000 2 Rp441.699.000 2 Rp441.699.000 2 Rp441.699.000
Survellans
Kesehatan |Kesehatan
Teriaksananya |
Frvpacarn o,
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan (i ?w n
1 2 2 202 2i [KesehatanOrang dengan Kagotiatan (OBMK) yan Oran 583 583 Rp188.760.000 583 Rp188.760.000 583 Rp188.760.000 583 Rp188.760.000 583 Rp188.760.000 583 Rp188.760.000
Masalah Kesehatan Jiwa Orang dengan | yang 9 P . Pre0:Zo0 P103.7 61k RIGZ8 DI RAOG7004
|Mendapatkan
(ODMK) Masalah f
Keji | Pelayanan
Hwaan |Kesehatan
(ODMK) o=
Terlaksananya [1m2h Dokumen |
Pengelolaan I
Pengelolaan Upaya Upaya :‘Le:agyea'm“"
Pengurangan Risiko Krisis Pengurangan
1 2 2 202 % osohatan dan Pasca Kiiis  [RiskoKiss | engurangen Dokumen | 23 2 RPp54.195.000 23 Rp54.195.000 23 Rp54.195.000 2 RP54.195.000 23 Rp54.195.000 23 Rp54.195.000
Kesehatan Kesehatan il
dan Pasca Krisis | \<coohatan dan
|Pasca Krisis
Kesehatan
Terlaksananya Jumlah Dokumen |
Pelayanan Hasil Pelayanan
y Penyakit
1 2 2 202 B Tk Mondie | Pemu Ponyakit Menuiar | Dokumen | 23 2 Rp2463.111.000 | 23 | Rp2463.111.000 | 23 | Rp2463111000 | 23 | Rp2463.111.000 | 23 | Rp2463.111.000 | 23 | Rp2.463.111.000
Menular dan |dan
Tidak Menular | Tidak Menular
Terlaksananya ‘f‘"’“"’" Bokimér |
lasil
Pengelolaan Jaminan Pengelolaan o engelolaan
2 9 Jaminan frrsgisss Dokumen | 23 12 Rp7.370222400 | 12 | Rp7.370222400 | 12 | Rp7.370222400 | 12 | Rp7.370222400 | 12 | Rp7.370222.400 | 12 | Rp7.370.222.400
Masyarakat ~ [Kesenatan
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Terdistribusinya ‘;“""ah Spesimen
Spesimen Fe:;y aknl
Pengambilan dan Pengiriman |Penyakit K"e.a";i; i
Spesimen Penyakit Potensial | Potensial S ot
1 2 2 202 T i ok ol egoion Luar Biasa (KLB) ke Paket 50 50 Rp7.550.000 50 RP7.550.000 50 RP7.550.000 50 Rp7.550.000 50 RP7.550.000 50 RP7.550.000
Rujukan/Nasional Biasa (KLB) ;j“"‘;’:m::o"a,
ke Laboratorium | 'J‘ g
Rujukan/Nasional Y509 o o
Tersedianya Jumlah Dokumen
1 2 2 202 z; [gperssional Pelayanar Rimmsh 0""',““’“"' ‘,’,‘;‘I’;Z‘:";‘:' Dokumen | 3 3 Rp3.969.305.400 3 Rp3.969.305.400 3 Rp3.969.305.400 3 RP3.969.305.400 3 Rp3.969.305.400 3 Rp3.969.305.400
| | Rumah Sakit _|Rumah Sakit
Tersedianya Jumiah Dokumen
Operasional Pelayanan (Operasional Operasional
1 2 2 202 5 [Speneons sy Flierksessis Dokumen | 23 12 RP19.547.193000 | 12 | Rp19.547.193000 | 12 | Rp19.547.193000 | 12 | RP19.547.193.000 | 12 | Rp19.547.193.000 | 12 | Rp19.547.193.000
Puskesmas Puskesmas
Ii:'::::;‘f"’a Jumlah Fasiitas
1 2 2 202 B8 e e [Faklias [Snehiaton vy Unit 2 2 Rp133.605.000 26 Rp146.965.500 2 Rp161.662.050 2 Rp242.493.000 2% RpA484.986.000 2 Rp266.742.300
di
Tersedia dan | Jumiah Public
Terkelolanya | Safety Center
Public (PSC
Safaty Center | 119) Tersediaan,
(PSC 119) yang | Terkelolaan dan
;iesrg;d«aan et sngelolaar Terintegrasi Terintegrasi
1 2 2 202 38 Penanganan Gawat Darurat g:;"?"“ Rusiaki g:;‘i?a" TRdmah Unit 0 [} RpO 1 Rp200.000.000 1 Rp200.000.000 1 Rp200.000.000 1 Rp200.000.000 1 Rp200.000.000
:‘;‘gé‘z‘)‘ﬂ Dalam Sats | Dalam Satu
Sistem Sistem
Gawat Darurat | Gawat Darurat
Terpadu Terpadu
|isPeoT) (SPGDT)
Jumiah orang
Terlaksananya | dengan
rieiomar g pengelolaan  Tuberkulosis
1 2 2 202 40 kesehatan orang dengan "k‘ﬂ:;f‘:;m ot me:gapaman Orang 755 755 Rp21.400.000 725 Rp30.000.000 675 Rp40.000.000 625 Rp50.000.000 575 Rp40.000.000 500 Rp70.000.000
Tuberkulosis dengan pelayanan
tuberkulosis | kesehatan
sesual standar
Jumiah orang
Terlaksananya dengan HIV
Pengelolaan pelayanan pzlr;ge;g;a:n (O‘.‘?‘H'V)
1 2 2 202 41 |kesehatan orang dengan HIV  (£e'Y Yo Orang 40 40 Rp10.350.000 38 Rp15.000.000 3 Rp20.000.000 34 Rp25.000.000 2 Rp30.000.000 30 Rp35.000.000
(ODHIV) kesehatan orang mendapatkan
dengan HIV  pelayanan
(ODHIV) kesehatan
|sesuai standar
Torlaksananya  Jumiah orang
Pengelolaan pelayanan pengelolaan 18, o
1 2 2 202 4z, [oTgeosen P pelayanan sz Orang 15 15 Rp35.490.000 4 Rp40.000.000 13 RPp50.000.000 12 RP60.000.000 n Rp70.000.000 10 Rp80.000.000
kesehatan
kesehatan
Malaria (e
Terlaksananya  Jumlah dokumen
hasil
1 2 2 202 44 Y pelayanan polayanan Dokumen | 23 2 RPS01.379.000 23 Rp501.379.000 2 Rp501.379.000 2 RP501.379.000 2 Rp501.379.000 2 Rp501.379.000
Kesehatan Reproduksi . Limeoviind
reproduksi reproduksi
:‘;::';T:;Z:Y" Jumiah dokumen
1 2 2 202 4% {Zi”g;'ff:;““ye kesehatan | ava 'L?;‘yﬁ‘g:;:‘:;’r“ Dokumen | 12 12 Rp486.764.000 12 RpA84.764.000 12 RpA86.764.000 12 Rp486.764.000 12 RpA86.764.000 12 Rp486.764.000
| esehatan 10U by dan anak
Terlaksananya | Jumlah dokumen
y hasil
1 2 2 202 a7 osian ki el ek Dokumen | 12 12 Rp345.240.000 12 Rp345.240.000 12 Rp345.240.000 12 RP345.240.000 12 Rp345.240.000 12 Rp345.240.000
Jumlah Dokumen
Terlaksananya |- oy
1 2 2 202 48 Pengelolaan Layanan Imunisasi L";;‘g:ﬂ"::““ Pengelolaan Dokumen | 23 23 RP1.767.377000 | 23 | Rp1.867.377.000 | 23 | Rp1.967.377.000 | 23 | Rp2067.377.000 | 23 | Rp2.167.377.000 | 23 | Rp2.267.377.000
* Layanan
Imunisasi P
Terlaksananya  |Jumiah Dokumen
hasil
» yanan layanan Rujukan
49 :::gr:jlg“?:;”l:yanan rujukan é:fﬁ’@'; dan  |danRuiukBalk | pogumen | 26 2 RP132.460.000 26 Rp132.460.000 2 Rp132.460.000 2 RP132.460.000 2 Rp132.460.000 2 Rp132.460.000
Fasilitas Fasilitas
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
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Terlaksananya | Jumiah dokumen
hasil
1 2 2 202 0 et ol Hisjpnax el Dokumen | § 5 RP55.950.000 5 RPS55.950.000 5 RP55.950.000 5 RP55.950.000 5 RP55.950.000 5 Rp55.950.000
Kesehatan Haji _ Kesehatan Haji
Tersusunya
Penyelenggaraan Sistem |dokumen hasil
Informasi Sistem Informasi
1 2 2 203 b S el RP125.410.000 RP125.410.000 Rp125.410.000 RP125.410.000 Rp125.410.000 RP125.410.000
Terintegrasi Secara
Terlaksananya |Jumiah Dokumen
Pengelolaan  Hasil
1 2 2 203 2 Ezggﬁ'a':‘;f“ Sistem Informasi  |gjgiem Pengelolaan Dokumen 1 1 Rp125.410.000 1 Rp125.410.000 1 Rp125.410.000 1 Rp125.410.000 1 Rp125.410.000 1 Rp125.410.000
Informasi Sistem Informasi
Kesehatan
Tersedianya
zin
Penerbitan Izin Rumah Sakit |Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas Kelas C, D dan
1 2 2 204 Pelayanan Kesehatan Fasiltas RP431.730.000 Rp464.503.000 RP500.553.300 RP540.208.630 Rp583.829.493 Rp631.812.441
Tingkat Daerah Pelayanan
Tingkat Daerah
Tersedianya
o et Jumiah Rumah
Sakit Kelas C, D
Kelas C, D by
Pengendalian dan Pengawasan | dan Fasilias | Fat .o
serta Tindak Lanjut Pelayanan Pelayanan
1 2 2 204 1 Perizinan Rumah s v Unit 3 1 RP52.000.000 1 RP52.000.000 1 Rp52.000.000 1 Rp52.000.000 1 Rp52.000.000 1 Rp52.000.000
Sakit Kelas C, D dan Fasiltas ng emshenhils
Pelayanan Kesehatan Lainnya | Dikendalikan, Diawasi dan i
Diawasi dan o i
Ditindaklanjuti
Dindaklanjuti | DIEC2H201
Jumiah Rumah
Meningkatnya | Sakit dan
Tata Kelola Fasilitas
Rumah Pelayanan
Peningkatan Tata Kelola Rumah | Sakit dan Kesehatan
Sakit dan Fasilitas Pelayanan Fasilitas Tingkat Daerah
1 2 2 204 2 | osstaton Tkt Dossah el Kompatietoota Unit 2 26 Rp171.750.000 26 Rp188.925.000 2 Rp207.817.500 26 Rp228.599.250 2 Rp251.459.175 2 Rp276.605.092
yang
Tingkat Daerah | Peningkatan
Kabupaten/Kota |Tata Kelola
Sesuai Standar |Sesuai
i | standar
Terlaksananya
Peningkatan | jumiah Fasiltas
z asilitas
1 2 2 204 3 |Peningkatan Mutu Pelayanan |, o ohatan yang [POngukuran Unit 2 2 Rp155.980.000 23 Rp171.578.000 2 Rp188.735.800 2 Rp207.609.380 2 Rp228.370.318 2 Rp251.207.349
Fasilitas Kesehatan eomties Indikator
s o “k 0 Nasional Mutu
enguiLan (INM) Pelayanan
Indikator kesehatan
Nasional Mutu
(INM)
Jumiah Dokumen
rerlaksananya asi Penyiapan
Penyiapan Perumusan dan [schydesiesil Perumusan dan
1 2 2 204 4 Pelaksanaan Pelayanan Bl Pelaksanaan Dokumen | 3 3 Rp52.000.000 3 Rp52.000.000 3 Rp52.000.000 3 RP52.000.000 3 Rp52.000.000 3 Rp52.000.000
Kesehatan Rujukan Kesehatan ™" | Pelayanan
Rui b Kesehatan
Rujukan
Persentase
Tenaga PK
Kesohatan yang | Persentase |100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIS
memiliki lzin
Praktik
Persentase
Puskesmas o
dengan jenis | Persentase | 134 134 159 184 20,9 234 259
tenaga sesuai SEKRETAHES
standar
| Persentase
I Rosbitfo Rumah Sakit
[ISARAITAS SUMBER DAYA | g1stibuiat Pujuicen yena RP8.576.531.361 Rp9.434.184.497 Rp10.377.602.947 Rp11.415.363.241 Rp12.556.899.566 Rp13.812.589.522 -
{MANI 'tenaga
KESEHATAN Dokter Spesialis = Persentase | 100 100 100 100 100 100 100
Py Dasar Wajib Ada SEKRETARIS
«dan 3 Dokter
Spesialis
| Lainnya
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Jumlah PK
Puskesmas. Orang 1 1 1 1 0 0 0
Yanna Dakdar SEKRETARIS
Jumlah tenaga
kesehatan yang PK
ditingkatkan orang | 200 200 200 200 200 200 200 SEKRETARIS
kompetensinya
Terlaksananya
Pomberian lzin Praktik Tenaga [PeMbe(an 12
1 2 3 201 Kesehatan di Wilayah 5 e RPp15.400.000 Rp16.940.000 Rp18.634.000 Rp20.497.400 Rp22.547.140 Rp24.801.854
Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Wilayah
Jumiah Dokumen
Terlaksananya Hasil Pembinaan
Pembinaan dan | dan
Pembinaan dan Pengawasan T”;e:g:‘”"s““ ?g:::;“‘sa"
1 2 3 201 2 | Jenaga Kesehatan serta Tndak |y osehatan serta |Kesehatan Dokumen | 500 500 Rp15.400.000 500 Rp16.940.000 500 Rp18.634.000 500 Rp20.497.400 500 Rp22.547.140 500 Rp24.801.854
anjut Perizinan Praktik Tenaga Tindak Lanjut serta Tindak
Kesehatan Perizinan Praktik |Lanjut Perizinan
Tenaga Praktik
Kesehatan Tenaga
Kesehatan
Tersedianya
perencanaan
dan
Sumber o
2 Sumber Daya
1 2 3 202 Manusia Kesehatan untuk |70 Rp7.879.794.361 Rp8.667.773.797 Rp9.534.561.177 Rp10.488.006.294 Rp11.536.806.924 Rp12.690.487.616
UKP dan
UKM di Wilayah Hvgstiaits
Kabupaten/Kota UKM di Wilayah
Terlaksananya Jumiah Dokumen
Perencanaan  |Hasil
Perencanaan dan Distribusi  [98" Persficanasti.
Distribusi serta | dan Distribusi
1 2 3 202 1 erta Sumber Daya ookl Dokumen | 1 1 Rp12.000.000 1 Rp13.200.000 1 Rp14.520.000 1 Rp15.972.000 1 Rp17.569.200 1 Rp19.326.120
Manusia Kesehatan Piglisita e
Daya Manusia  |Manusia
Kesehatan
Toonuhinya | Jumiah Sumber
Kebutuhan Daya Manusia
Sumber Kesehatan yang
Pemenuhan Kebutuhan Sumber | Daya Manusia | Memenuhi
1 2 3 202 2 DayaManusia Kesehatan Kesehatandi Standar Orang | 130 130 Rp7.792994361 | 130 | Rp8.572293797 | 130 | Rp9.429.523177 | 130 | Rp10.372475.494 | 130 | Rp11.409.723044 | 130 | Rp12.550.695.348
Sesuai Standar Fasilitas di Fasiltas
Layanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Sesuai Standar | (Fasyankes)
reriaksananya [ Jumiah Dokumen
) B |Hasil Pembinaan
Pembinaan dan Pengawasan Paccawasan dan
1 2 3 202 3 Sumber Daya Manusia Sumaor Daya  |Pengawasan Dokumen | 23 2 Rp74.800.000 23 Rp82.280.000 2 Rp90.508.000 23 Rp99.558.800 23 Rp109.514.680 2 Rp120.466.148
Kesehatan [Fedie Ve Sumber Daya
oo Manusia
Kesehatan bstoa®
Terlaksananya
Pengembangan
Pengembangan Mutu dan Muluv dan
Teknis Kompetensi
1 2 3 203 Sumber Daya Manusia Teknis Rpé81.337.000 Rp749.470.700 Rp824.417.770 Rp906.859.547 Rp997.545.502 Rp1.097.300.052
Kesehatan Sumber Daya
Tingkat Daerah Manusia
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Pengembangan Jumlah Sumber
Mutu Daya Manusia
Pengembangan Mutu dan dan Peningkatan | Kesehatan
i Teknis Tingkat Daerah
1 2 3 203 1 SumberDayaManusia Teknis KabupatenKota |~ Orang | 100 100 Rpé81.337.000 100 | Rp749.470.700 100 Rp824.417.770 100 RP906.859.547 100 Rp997.545.502 100 | Rp1.097.300.052
Kesehatan Tingkat Daerah Sumber Daya |yang
Kabupaten/Kota Manusia Ditingkatkan
Kesehatan Mutu dan
Tingkat Daerah | Kompetensinya
Kabupaten/Kota
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Persentase
Apotek dan
‘Toko Obat yang
Mampu Persentase | N/A 100 100 100 100 100 100 S
Memelihara
Persyaratan
Perizinan
Persentase
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan
Meningkatnya :tdl;:n Farmasi' e
kualitas dan |dan Pangan
PROGRAM SEDIAAN distribusi Olahan dari Pecssotasey[ WA 79 75 80 85 %0 95 e
1 2 4 FARMASI, ALAT KESEHATAN [sedian farmasi, |Lintas Sektor RP52.600.000 RP&0.860.000 RP66.946.000 RP73.639.700 Rp81.003.670 Rp89.103.837
DAN alat a
dan makanan  Ditindaklanjuti
dan minuman  Oleh Pemerintah
Daerah
Persentase
Sarana IRTP PK KABID
Sone Momanuhi | Persentase | N/A 80 80 80 80 80 80 Labic
Ketentuan
Persentase
Penerbitan dan
Romenuhan | Persentase | N/A 80 80 80 80 80 80 e
SPPIRT Sesuai
Standar
Tersedianya lzin
Pemberian Izin Apotek, Toko (20!, ToKO
Obat, ;
Toko Alat
1 2 4 201 gp“ﬁ:a‘l““‘ Kesehatandan |,¢. ehatan dan Rp31.300.000 Rp34.430.000 Rp37.873.000 Rp41.660.300 Rp45.626.330 Rp50.408.963
Usaha Mikro Obat Tradisional (%"
{EMO) (Obat Tradisional
(UMOT)
Terlaksananya ~ [Jumiah Dokumen
Pengendalian '
dan Pengendalian
dan Pengawasan
erta bl I‘“"ak serta Tindak
PTindak Lanjut Pengawasan ::*‘; ST L:l\]ul
erizinan 4 engawasan
1 2 4 201 1 apoiok, Toko Obat, TokoAat _[Perzinan Apoiok p0EEE0, | Dokumen | 20 20 Rp31.300.000 20 Rp34.430.000 20 Rp37.873.000 20 RP41.660.300 20 Rp45.826.330 20 Rp50.408.963
Kesehatan, dan Optikal, Usaha gbg‘ Toko Alat |TKO
Mikro ; Obat, Toko Alat
Obat Tradisional (UMOT) Kesehatan, dan |y oqefiatan, dan
Optikal, Usaha |'ooyent Usaha
Mikro Obat R gl
Tradisional ko Otet
(UMOT) Tradisional
(UMOT)
 Terlaksananya
Penerbitan
Penarbitan Sertifikat Produksi [ Sors o . -
rangan Industri Rumah
industri Rumah Tangga dan | 9511 R
lomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, 'fg?:;:; S
1 2 4 203 untuk i RP17.400.000 Rp19.140.000 Rp21.054.000 RP23.159.400 Rp25.475.340 Rp28.022.874
Produk Makanan Minuman [ J5°CHEr P
Lertante Minuman
yang Dapat Diproduksi oleh (11" /m
Industri
Dapat
Rumah Tangga Dy;"rgduk's)i oleh
Industr
Rumah Tangga
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Teriaksananya _|Jumlah Dokumen
v asil
sjgge"da"“" |Pengendalian
an
Pengawasan
serta Tindak ::r’gms;("
Pengendalian dan Pengawasan |Lanjut e
e Pengawasan |
Tindak Lanjut Pengawasan  |Sertifkat pengawesan
Serifikat Produksi el
Produksi Pangan Industr Pangan Industri |[so0eke!
Rumah Rumah Tangga | on Tenoga
1 2 4 203 Tangga dan Nomor P-IRT dan P Dokumen | 100 100 Rp17.400.000 10 Rp19.140.000 10 Rp21.054.000 10 RP23.159.400 10 Rp25.475.340 10 Rp28.022.874
sebagai Izin Nomor P-RT (N0 0 or
Produksi, untuk Produk sebagai lzin | noror
Makanan Produksi, ol
Minuman Tertentu yang Dapat | untuk Produk  routber
Diproduksi oleh Industri Rumah [Makanan bt
Tangga Minuman sl
Tertentuyang oo vang
3:‘;3' Diproduksi |y at Diproduksi
olel
Industr Rumah | Rumah
angga ngga
Toriaksananya
Penerbitan
Penerbitan Sertifikat Laik ﬁfg’:“!“r:f‘ Lak
Higiene
Sanitasi Tompat Pengelolaan | Sa7/1as! Tempal
Makanan (TPM) antara fain | o"9°/0/2an
1 2 4 204 e Makanan (TPM) RP3.900.000 Rp4.290.000 Rp4.719.000 Rp5.190.000 RP5.709.000 RPp6.280.000
Boga, Rumah antara lain Jasa
: i Boga, Rumah
Depot Air Minum (DAM) s
Depot Air Minum
(DAM)
Torlaksananya ~ Juiah Dokumen
::r"“g""da"a” Pengendalian
Foman (0
Pengendalian dan Pengawasan f::fu Tndsk | Tndak
Tindak Lanjut Pengawasan | Pengawasan (LML
Penerbitan Sertifikat Laik Penerbitan Hionie
Higiene Sertifikat oot
1 2 4 204 Sanitasi Tempat Pengelolaan | Laik Higiene SenifkalL Dokumen | 5 5 Rp3.900.000 5 Rp4.290.000 5 Rp4.719.000 5 Rp5.190.000 5 RP5.709.000 5 Rp6.280.000
Makanan (TPM) antara lain ~ [Sanitasi Tempat Samas?Tem .
Jasa Pengelolaan ety Dlaa"”“
Boga, Rumah Makan/Restoran Makanan (TPM) | Pendeloiaan
dan antara s (TRM)
Depot Air Minum (DAM) i Jasa Boga. |7 poga,
|Rumah
 Makan/Restoran | MakanRestoran
Minum% AM) |4an Depot A
Minum (DAM)
Terlaksananya
KegiatanPenerbit
" an Stiker
Panerbtan Stker Pembinaan |2 on pada
1 2 4 205 esarian ajanan dah Sentra’ | Makanan RpO Rp3.000.000 Rp3.300.000 Rp3.630.000 Rp3.993.000 Rp4.392.000
| Jajanan dan
Makanan Jajanan ot
Makanan
| Jajanan
Teriaksananya  Jumlah Dokumen|
Pengendalian  Hasil
dan Pengendalian
Pengawasan | dan
Pengendalian dan Pengawasan [serta Tindak ~|Pengawasan
Lanjut serta Tindak
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker | Penerbitan Lanjut
1 2 4 205 okt et i Panerbitan Stier] DOkumen | 0 ) RpO 2 Rp3.000.000 3 Rp3.300.000 4 Rp3.630.000 5 RP3.993.000 6 Rp4.392.000
Jajanan Pembinaan pada |Pembinaan pada
dan Sentra Makanan Jajanan | Makanan Makanan
[Jajanan dan Jajanan dan
Sentra Sentra
Makanan Makanan
Jajanan Jajanan
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Terlaksananya
kegiatan
iksaan dan Tindak dan.
Lanjut Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Post Market  |Hasil
1 2 4 206 ‘:,‘,‘:;mks, e Pkt : ;m’::zf:g on Rp30.788.000 Rp33.866.800 Rp37.253.480 Rp40.978.828 Rp45.076.711 Rp49.584.382
Makanan Produksi dan
Minuman Industri Rumah  |Produk Makanan
Tangga Minuman
Industri Rumah
fangga
foriaksanany@ | Jumiah Produk
Post dan Sarana
Produksi
Pemerksaan Post Market pada | Merket pada g angn.
Produk Makanan-Minuman (&% Minuman Industri
Industri ks Rumal
1 2 4 206 1 |RumehTengga yengBersdar |uaicanan- J;"ggﬂm‘f;’:' Dokumen | 30 30 Rp30.788.000 5 Rp33.866.800 5 Rp37.253.480 5 Rp40.978.828 Rp45.076.711 5 Rp49.584.382
Pengawasan serta Tindak ";ﬂ;ﬂﬁ'};‘;‘;ﬂ" Pemeriksaan
Lanjut Borodar dan - |Post Market
Pengawasan ook dalam
gawasan
serta Tindak mangia Tinclak
Lanjut ,L,“"J‘"
engawasan
Persentase
Posyandu
‘;:""I"‘E"“W' Siklus Hidup | Persentase | - 35 35 s 64 Lo P:s';‘ul:lsp
PROGRAM PEMBERDAYAAN |{UolRS  Iyang Aktif
1 2 5 MASYARAKAT BIDANG berdayaan minimal 75% Rp287.208.000 Rp297.608.000 Rp308.008.000 Rp318.408.000 Rp328.808.000 Rp339.208.000
Bidang Persentase
Keschatan ~ [DoS3 | Persentase | 100 100 100 100 100 100 e
STBM
Terlaksananya
kegiatan
[Advokasi,
Advokasi, Pemberdayaan, Pemberdayaan,
Kemitraan, e
.emitraan,
Peningkatan Peran serta Peningkatan
1 2 5 201 Masyarakat Pl Rp3.000.000 Rp3.200.000 Rp3.400.000 Rp3.600.000 Rp3.800.000 Rp4.000.000
dan Lintas Sektor Tingkat
Masyarakat
Ll N dan Lintas
jpatal Sektor Tingkat
Daerah
Terlaksananya
Peningkatan [Jumiah Dokumen
Peningkatan Upaya Promosi  [Upaya Promosi |! /0005,
Kesehatan, Advokasi, Kesehatan, osanasan.
1 2 5 201 s J " ool Fshon (Advokasi, Dokumen | 1 1 Rp3.000.000 1 Rp3.200.000 1 RP3.400.000 1 Rp3.600.000 Rp3.800.000 1 Rp4.000.000
] Kemitraan dan
dan
Pemberdayaan
Pemberdayaan | om DAY
Terlaksananya
Pelaksanaan Sehat dalam  |kegiatan sehat
rangka dalam rangka
1 2 5 202 Promotif Preventif Tingkat Promotif Rp3.000.000 Rp3.200.000 Rp3.400.000 Rp3.600.000| Rp3.800.000 Rp4.000.000|
Daerah Preventif Tingkat
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Tersolenggarany 1&s!
1 2 5 202 1 o Gk Hiekip Borsih dan: | dan Gerakan |Fromosi Dokumen | 1 1 Rp3.000.000 1 Rp3.200.000 1 Rp3.400.000 1 Rp3.600.000 Rp3.800.000 1 Rp4.000.000
Sehat idup Bersin dan Kesehatan
ey | dan Gerakan
Hidup Bersih dan
Sehat
| Terlaksannya
pengembangan
dan
Pelaksanaan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber | Upaya
203 Daya sehatan Rp261.208.000 Rp291.208.000 Rp301.208.000 Rp311.208.000 Rp321.208.000 Rp331.208.000
(UKBM) Tingkat Daya
Daerah Masyarakat
Kabupaten/Kota (UKBM) Tingkat
Daerah
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Terlaksananya  |Jumlah Dokumen
Bimbingan Teknis dan Supervisi [ Smo9an o Bimbingan
Pengembangan dan
1 2 203 Pelaksanaan Upaya Kesehatan rfe“s‘:";;:'nu"aya SK‘;“S‘:’;;;‘:""V"’ Dokumen 3 3 Rp281.208.000 5 Rp291.208.000 5 Rp301.208.000 5 Rp311.208.000 5 Rp321.208.000 5 Rp331.208.000
Bersumber Daya Masyarekal | G mper Daya Borsumbor Daya
(UKBM) Masyarakat Masyarakat
| (UKBM) (UKBM) |
b3 XX PROGRAM PENUNJANG Rp184.881.850.640 Rp192.201.811.881 Rp194.147.993.316 Rp196.928.804.469 Rp198.339.029.564 Rp200.791.905.998
URUSAN Persentase
DAERAH KABUPATEN/KOTA Bokirnen
Perencanaan di =
susun sesuai Persentase | 100 100 100 100 100 100 100
SEKRETARIS
Meningkatkan  dengan |
Kualitas pedoman
Pelaporan dan i Rp145.603.952.300 Rp150.167.771.663 Rp151.587.311.936 Rp152.802.693.619 Rp153.969.755.517 Rp155.273.888.846| o
[Evaluasi Kinerja [aban Keuangan | Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 e
Secara Sesuai dengan
dan
Pengelolaan PK
BMD sesuai Persentase | 100 100 100 100 100 100 100 |
dengan SEKRETARIS
pedoman
Persentase
Pemenuhan PK
Meningkatnya Fasilitas Farsantave | 190 100 1% 16 1. 189 198 SEKRETARIS |
Kinerja Layanan
Rp4.987.993.340 Rp5.477.996.018 Rp5.711.893.960 Rp5.955.306.888 Rp6.198.470.085 Rp6.347.213.190
[Manjemen Layanan PK
y 100 100 100 100 100 100 100
Kior yang SEKRETARIS
tepat waktu
iR dah Gtoss Deatl per1000 | <45 <as <42 <40 <38 <36 <4 e
kualitas
Roayanah  INetDeathRate | Persentase | <35 <35 <32 <30 <28 <26 <25 PR ORI
Rurab Sekit Rp34.289.914.000 Rp36.556.044.200 Rp36.848.767.420 Rp38.170.803.962 Rp38.170.803.962 Rp39.170.803.962
Torpenuhinya Persentase
Klaim Pembayaran PK KABID
. ki ot Persentase | 100 100 100 86,5 87 81,5 88 o)
Jumalah
Tersusunya | imen
Dokumen
dan ‘enganggaran
X XX 2,01 Evaluasi Kinera Paranghat [dan Cvatiass |[enganggsran Rp382.973.500 Rp398.577.875 Rp414.917.068 Rp441.197.933 Rp444.213.931 Rp454.196.770
Daerah Kinerja Kan =valuss|
Perangkat P‘"“‘a
Daerah erandiat
Daerah
1,;‘:::;‘;’:"‘” Jumiah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan
X XX 2,01 Perangat Daorah [Fefencanaan |PerencRns Dokumen | 3 3 Rp65.420.000 3 Rp71.962.000 3 Rp79.158.200 3 Rp87.074.020 3 Rp87.074.020 3 Rp87.074.020
Dosrah Daerah
rersedianya . Wumiah Dokumen
ittt |RKA-SKPD dan
X XX 2,01 Koordinasidan Penyusunan | Laporan Fasil |, 2000 ‘2 Dok 2 2 Rp32.235.000 2 Rp33.846.750 2 Rp33.539.087 2 37.316.041 2 Rp30.700.000 2 Rp30.700.000
4 Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Pﬁy:‘sﬁ:ﬂn claimen pAZ-Z3 p33.846. PS50 Rp37.316. D30.700 P.T00
m;:':‘"%_ Dokumen RKA-
! SKED. !
vsedianya | jumiah Dokumen
il Perubahan RKA-
SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan L:“:::gsga" Laporan Hasil
X XX 201 Dokumen Perubahan RKA-  [{2Poran Ha Koordinasi Dokumen | 1 1 Rp10.000.000 1 Rp15.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp30.000.000 1 Rp35.000.000 1 Rp40.000.000
SKPD pompaman | Penyusunan
o) |Dokumen
Perubahan
arenevanan RKA ' pica skPD
ooy o A, umiah Dokumen
Eestlh DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
2,01 ey dan Penyusunan | LapornHesl | Koordinasi Dokumen | 3 3 Rp29.800.000 3 Rp31.200.000 3 Rp32.854.500 3 Rp34.497.225 3 Rp36.222.086 3 Rp38.033.190
Penyusunan DP e;\yusunsg 1
Jokumen -
Dokumen DPA- |22k
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Lersedianya | jumian Dokumen|
o Perubahan DPA-
erubahan SKPD d.
DPA-SKPD dan [y :"a il
X XX 1 201 § [Koneiriosldon Penyeun .aporan Hasl |koordinasi Dokumen | 2 2 Rp19.212.500 2 Rp20.173.125 2 Rp21.181.781 2 Rp22.240.870 2 Rp23.252.913 2 Rp24.520.559
Penyusunan 5’ el
Dokumen I
Perubahan DPA- enubahen
SKPD .
Tersedianya | Jumiah Laporan
Laporan Capaian |Capaian Kinerja
Kinerja dan
dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi |
Realisasi Kinerja |Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan sd’;:?_spmn dLﬂanwran fai
X XX 1 2,01 6 |Laporan CapaianKineria dan  |,S47 LOPORRR | coperan ! Laporan 6 6 Rp87.750.000 6 Rp87.750.000 6 Rp88.627.500 6 Rp89.513.777 6 Rp90.408.912 6 Rp91.313.001
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [
Penyusunan | Penyusunan
Laporan Capaian Laporan Capaian
ineria Kinerja
dan Ikhtisar | dan khtisar
Realisasi Kinerja |Realisasi Kinerja
KPD SKPD
Terlaksananya | Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat  |Evaluasi Kinerja [Evaluasi Kinerja
X XX 1 2,01 7 Sy ooty ekt Laporan 1 1 Rp138.556.000 1 Rp138.556.000 1 Rp139.556.000 1 Rp140.556.000 1 Rp141.556.000 1 Rp142.556.000
Daerah |Daerah
Administrasi Keuangan TR AUOyASINE HumeiEspormn
X XX 1 2,02 Perangkat ke"lzngan Pemggm Rp143.095.269.800 Rp145.044.673.788 Rp146.089.804.868 Rp147.104.755.686 Rp148.123.801.586 Rp149.148.952.076
Dascaly [perangkat daerah |Daerah
Jumiah Orang
i ’ Tersedianya Gaji |yang Menerima
X XX 1 2,02 1 :g’,‘j‘*‘"““ Gaji dan Tunjangan |4, Tunjangan  |Gaji Oranglbulan | 946 946 Rp142.148.488.800| 960 | Rp143.913.373.688 974 |Rp144.913.373688| 980 | Rp145.913.373.688| 988 |Rp146.913.373.688| 995  Rp147.913.373.688
ASN dan Tunjangan
ASN
Tersedi \Jumlah Dokumen |
P i ersedianya | yaq) panyediaan |
X XX 1 2,02 2 Pelaksanaan ol inistrasi Dokumen | NA 0 - 1 Rp170.320.000 1 Rp172.000.000 1 Rp174.000.000 1 Rp180.000.000 1 Rp182.000.000
Tugas ASN R Pelaksanaan
s Tugas ASN
Terlaksananya [
Forainssanaan [Juiah Dokumen|
Pelaksanaan Penatausahaan dan dan
X XX 1 2,02 3 |dan Pengujian/Verifikasi |pem wianeri | Dokumen |1 1 Rp801.763.000 1 Rp810.176.300 1 Rp820.763.000 1 Rp830.763.000 1 Rp840.763.000 1 Rp860.763.000
Keuangan SKPD Pengujian/Verifk || & .?efjﬂn e
asi Keuangan 9
Terlaksananya |Jumiah Dokumen |
i dan i i
X XX 1 2,02 R sl il P Dokumen | 9 9 Rp15.000.000 9 Rp20.000.000 ) Rp22.000.000 9 Rp24.000.000 9 Rp26.000.000 9 Rp28.000.000
Akuntansi SKPD | Akuntansi SKPD
I:Ls;‘::nya | sumiah Laporan
Keuangan Aknir |Keuangan AKhir
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan  |dan Laporan f‘z’;:‘a""'a"
X XX 1 2,02 5 Laporan Keuangan Akhir Tahun |Hasil i P Laporan 1 1 Rp22.160.000 1 Rp22.160.000 1 Rp22.160.000 1 Rp22.160.000 1 Rp22.160.000 1 Rp22.160.000
SKPD Koordinasi |5 LU0
Penyusunan | 2OV
Laporan [ .
Keuangan Akhir gﬁ‘ﬁ"g;;‘,é"h"
Tahun SKPD
Tersedianya ‘Jumlah Dokumen |
Dokumen Bahan |Bahan |
dan Penyiap [ .
X XX 1 2,02 6 Bahan Tanggapan Pemeriksaan ;&:'r:ae:ksaan dan!d?:lr‘;;r't::an Dokumen 1 g | Rp7.858.000 1 Rp8.643.800 1 Rp9.508.180 1 Rp10.458.998 1 Rp11.504.898 1 Rp12.655.388
Lanjut Lanjut
I 18 L | _|Pemeriksaan | Pemeriksaan | 1| L A ik I ] ! i . A :
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Torsedianysl Jumlah Laporan
e |Keuangan
uang: Bulanan/
) Triwulanan/
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran | Semesteran
i SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan [, S50 ¢ an Laporan
X XX 1 2,02 Laporan Keuangan Bulanan/ [ 2P0 |Koordinasi Laporan | 14 14 Rp100.000.000 14 Rp100.000.000 14 Rp100.000.000 14 Rp100.000.000 14 Rp100.000.000 14 Rp100.000.000
Triwulanan/ Semesteran SKPD |'c> A Penyusunan
‘enyusunan La
poran
Laporen |Keuangan
Keuangan
Bulanan/Triwulan | BUlanan/Triwulan
an/Semesteran ‘aé'/ Semostaran
Tersedianya |
Dotner+ o ooen|
Penyusunan Pelaporandan  [Pelaporandan |/, a:’s”ls
* XX 1 2,02 Analisis Analisis Ko Dokumen | NA 0 - 0 E 2 Rp30.000.000 2 Rp30.000.000 2 Rp30.000.000 2 Rp30.000.000
Prognosis Realisasi Anggaran |Prognosis Kl
Realisasi [
Anggaran Anggaran
Tersusunnya
Barang Milik
X XX 1 2,03 Daerah Administrasi p 000 Rp227.800.000 Rp232.900.000 Rp234.900.000 Rp236.900.000
pada Perangkat Daerah Barang Milik
Daerah
Tersedianya Jumlah Rencana
Penyusunan Perencanaan Rencana |Kebutuhan
X XX 1 2,03 Kebutuhan Kebutuhan |Barang Dokumen | 1 ] s 1 Rp30.000.000 1 Rp35.000.000 1 Rp40.000.000 1 Rp42.000.000 1 Rp44.000.000
Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik | Milik Daerah
Dacrah SKPD _|SKPD
;Z’:\;‘:gzgf | Jumiah Dokumen |
X XX 1 2,03 Fencaienan Barans Mik Barang (Fogezmanan Dokumen | 1 1 Rp75.500.000 1 Rp75.500.000 1 Rp75.500.000 1 Rp75.500.000 1 Rp75.500.000 1 Rp75.500.000
Milk Daerah | verand St
[SKPD ot
Tersedianya |
Laporan Hasil ~[/umiah Laporan
s Hasil Penilaian
enilaian |
o Barang Milk | Sarang Mk |
Koordinasi dan Penilaian |Daerah dan Hasil |
X XX 1 2,03 Barang Nk Dserah SKPD 02672 dan Hasi LSl Laporan 1 1 Rp41.600.000 1 Rp41.600.000 1 Rp41.600.000 1 Rp41.600.000 1 Rp41.600.000 1 Rp41.600.000
pranse Penilaian Barang
Penilaian Barang |1
Milik
Paran skpp | Daerah SKPD
Terlaksananya | Jumlah Laporan
Pembinaan,  |Hasil Pembinaan, |
inaan, dan
Pengendalian Barang Mk |dan dan
X XX 1 2,03 o Pengendalian  |Pengendalian Laporan | NA 0 - 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000
pada SKPD Barang Milik Barang Milik
Daerah pada | Daerah pada
skPD SKi
Terlaksananya | Jumiah Laporan
Rekonsiliasi dan |Rekonsiliasi dan
iasi dan
X XX 1 2,03 Laporan Barang Milik Daerah  [Laporan Barang |Laporan Barang |  Laporan 7 7 Rp25.800.000 7 Rp25.800.000 7 Rp25.800.000 7 Rp25.800.000 7 Rp25.800.000 7 Rp25.800.000
pada SKPD lilik Milik
Daerahpada | Daerah pada
SKPD SKPD |
Terlaksananya  |Jumlah Laporan
Barang Millk
X XX 1 2,03 Daerah Barang Milk | Barang Milik Laporan | NA 0 - 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000
pada SKPD Daerah pada |Daerah pada
SKPD |SKPD
Terlaksananya | Jumiah Dokumen |
Barang Milik Hasi |
X XX 1 2,03 Daerah Barang |Pemantaatan Dokumen | NA ] . 1 Rp10.000.000 1 Rp10.000.000 1 Rp10.000.000 1 Rp10.000.000 ) Rp10.000.000
SKPD Milik Daerah | Barang Milik
SKPD |Daerah SKPD
Tersusunya
dokumen
Daerah i
2,04 i g Parengiat Daerah Rp2.661.302.000 Rp2.927.432.200 Rp3.220.175.420 Rp3.542.191.962 Rp3.542.191.962 Rp3.542.191.962
Dasia kewenangan
Perangkat
daerah
Tersedianya Jumiah Dokumen
Perencanaan Pengelolaan Rencana |Rencana
2,04 s P ek | Percattes Dokumen | 25 12 Rp2661.302.000 | 12 | Rp2.927.432200 | 12 | Rp3.220.175420 | 12 | Rp3.542.191962 | 12 | Rp3.542191962 | 12 | Rp3.542.191962
Retribusi Daerah Retribusi Daerah

RENSTRA 2025 - 2029
DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU

103



DINAS KESEHATAN, PP&KB
RABUPATEN RAPUAS RULY

Tersedianya Jumiah Dokumen |
Analisa dan Pengembangan |HasilAnalisis  Hasil Analisis
et |
Retribusi o
Pengembangan | Pengembangan
X XX 1 204 2 Kr:;a!:r.-:(r; serta Penyusunan | o Retibus! Dacan | Dokumen | NA 0 - 0 - 0 Rp0 [} RpO 0 Rp0 0 Rp0
Retibusi Dacrah dan |dan
Kebijakan Kebijakan
Retribusi Daerah |Retribusi Daerah
Terlaksananya |Jumlah Laporan
penyulunian dan Penyuluhan dan | Hasil Penyuluhan
X XX 1 2,04 3 Penyebarluasan : ‘;".yiha"”asa" o it Laporan | NA 0 & 0 = 0 RpO 0 RpO 0 Rp0 [ Rp0
Kebijakan Retribusi Daerah anliaen [rotyshiingan
Retribusi |Kebijakan
Daerah Retribusi Daerah
Tersedianya Jumlah Data
Pendataan dan Pendaftaran  [Data Objek, | Objek, Subjek
X XX 1 2,04 4 Objek Subjek dan n Dokumen | NA 0 - 0 - 0 Rp0 0 RpO 0 Rp0 0 Rp0
Retribusi Daerah Waiib Retribusi | Wajib Retribusi
| Daerah |Daerah L il |
\Jumlah Laporan
Terlaksananya (4
Pengolahan. |5 iahan,
Pengolahan Data Retribusi Pemeliharaan, | ahaft,
X XX 1 2,04 O s dan elaporan. | Pemeliharaan. Laporan | NA 0 - 0 - 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0
|dan Pelaporan
Retribusi Daorah 222
etribusi Daerah | petibusi Daerah
Tersedianya |
oo Jumiah Dokumen |
X XX 1 2,04 6 ;Zg‘;:"“" Welib Retrbuel m‘:’;":a"n |Ketetapan Dokumen | NA 0 % 0 5 0 RpO 0 RpO 0 RpO 0 Rp0
Retribusi Daerah| Retibusi Daerah |
5 Tersedianya |
elaporan Pengelolaan Lay Jumiah Laporan
X XX 1 2,04 7 Retribusi borocloiaan | Pengelolaan Dokumen | NA 0 - 0 - 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0
Daerah g Retribusi Daerah
Retribusi Daerah
Administrasi Kepegawaian L‘f’:::‘”e‘:‘y“
X XX 1 2,05 Perangkat Pl Rp539.837.350 Rp559.250.000 Rp419.575.000 Rp426.734.000 Rp431.087.000 Rp437.287.000
Daerah [Kepegawain
Tersedianya Unit |Jumlah Unit
Peningkatan Sarana dan Peningkatan  |Peningkatan
X XX 1 2,05 1 Prasarana Sarana Sarana dan Unit NA 0 - 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0
Disiplin Pegawai dan Prasarana | Prasarana
Disiplin Pegawai_Disiplin Pegawai
Tersedianya [Jumlah Paket
Pakaian Dinas ~|Pakaian Dinas
Pengadaan Pakaian Dinas [
% XX 1 2,05 2 |icoeria Aibut Kelengkapannya [22522 beserta Paket 1 1 Rp141.545.350 1 Rp150.000.000 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0
ibut Atribut
Terlaksananya |Jumiah Dokumen
pendataan dan Pengolahan | PeNdataan dan ~Pendataan dan
X XX 1 2,05 3 ; ngold Pengolahan | Pengolahan Dokumen | 1 1 Rp15.492.000 1 Rp17.250.000 1 Rp18.075.000 1 Rp20.750.000 1 Rp22.000.000 1 Rp24.200.000
Kepegawaian | Kepegawalan
|Jumiah Dokumen
(onaksananya  |Hasil Koordinasi
X XX 1 2,05 4  [KoordinasidanPelaksansan | pogisangan | S9N Dokumen | 1 1 Rp262.800.000 1 Rp272.000.000 1 Rp278.500.000 1 Rp280.984.000 1 Rp282.087.000 1 Rp283.087.000
" Sistem Informasi Kepegawaian | © . |Pelaksanaaan 262,800/ PEIZ-0004 pATS.o00 2B 087 R2o% 00T
Sistem Informasi (g2 SENEEn
Kepegawaian |
Terlaksananya | Jumiah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan Monitoring, Monitoring,
X XX 1 2,05 5 Penilaian Evaluasi, Evaluasi, dan Dokumen | 12 12 Rp120.000.000 12 Rp120.000.000 12 Rp123.000.000 12 Rp125.000.000 12 Rp127.000.000 12 Rp130.000.000
Kinerja Pegawai dan Penilaian | Penilaian Kinerja
Kinerja Pegawai | Pegawai |
Terlaksananya |
5 |Jumiah Pegawai
X XX 1 2,05 ¢  [PemulanganPegawaiyang  [Pemulangan  |pengiin vang Orang 0 0 - 0 < 0 RpO 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0
Pensiun Pegawai odliogl
yang Pensiun__| DiPulang
Terlaksananya |Jumiah Laporan
Pemulangan |Hasil
Pemulangan Pegawaiyang  [Pegawai Pemulangan
X XX 1 2,05 7 Meninggal yang Meninggal | Pegawai yang Laporan | NA 0 - 0 Rp0 0 Rp0 0 RpO 0 Rp0 0 Rp0
dalam Melaksanakan Tugas  [dalam |Meninggal dalam
Tugas ‘Tugas
ko aman s
2,05 8  Pemindahan Tugas ASN i yang Orang NA 0 - 0 - 0 RpO 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0
s |dipindahtugaskan
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Terlaksananya  |Jumiah Pegawai
Pendidikan dan ~|Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan |Tugas
X XX 2,05 9 Pegawai Pegawiai dan Fungsi yang | Orang - 0 RpO 0 RpO 0 RpO 0 RpO 0 Rp0
Tugas dan Fungsi Mengikuti
Tugas | Pendidikan dan
danFungsi __|Pelatihan
[Jumlah Orang
Terlaksananya | =
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi ¥ong Menatart
X XX 2,05 10 Perundang- Peraturan Esesimesy Orang - 0 - 0 Rpo 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0
Undangan Porundang- (Feuian
Undangan it
| |Jumiah Orang
Terlaksananya
Bimbingan freng Meaghait
Bimbingan Teknis Implementasi |Teknis Lt 9
x xx 205 11| Peraturan Perundang- implementasi (K0S Orang 4 0 = 0 RpO 0 RpO 0 RpO 0 Rp0
Undangan Peraturan ot
Porundang-  |pori it
Undangan |peceand
Torsusunya
Administrasi Umum Perangkat| Jo< M1
X XX 2,08 ministrasi Umum Perangkat o 4ministrasi Rp1.853.099.800 15 Rp1.964.689.828 16 Rp2.202.712.770 16 Rp2.322.516.698 16 Rp2.452.326.895 15 Rp2.485.870.000
Daerah
Umum Perangkat'
erah
Tersedianya ;‘g'"'::: nt‘:ke{
i [ omponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi [Instalasi
b3 xx 2,06 1 |Listrik/Penerangan Bangunan T Rp73.220.000 1 Rp79.200.000 1 Rp82.300.000 1 Rp84.300.000] 1 Rp87.300.000 1 Rp90.000.000
Kantor ListrikPeneranga o5t o 93 |
n Bangunan Kantor
[Kantor yang Disediakan
P
Tersedianya namiah Peket
X XX 2,06 2  |Penyediaan Peralatandan Peralatan dan | oo onoanan Paket Rp266.002.800 2 Rp268.662.828 2 Rp272.692.770 2 Rp275.419.698) 2 Rp278.173.895 2 Rp280.913.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
[Kantor | Disediakan
‘ Tersedianya [Jusiah Pakat \
X XX 2,06 3 |Penvediaan Peralatan Rumah | peraiatan Rumah|Goriaian Rumah | pyyey “ 1 Rp55.000.000 1 Rp60.000.000 1 Rp62.000.000( 1 Rp65.000.000 1 Rp67.000.000
- enmge Ipisodtakan
" Jumlah Paket
i o [Tersedianya | ;
X XX 2,08 y [PemedesnBehenlooll ggnar Logiek: [OShen Logtelk Paket s 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000
Kty yang Disediakan |
Te di :Jumlah Paket
Penyediaan Barang Celakan |Barang Cetakan |2rend Cetakan
X xx 2,06 5 b an Paket Rp85.000.000 2 Rp88.000.000 2 Rp90.000.000 2 Rp92.000.000] 2 Rp94.000.000 2 Rp96.000.000
dan Penggandaan (o ganinan
Penggandaan | yang Disediakan |
Jumlah Dokumen |
Tersedianya | |
Bahan Bacaan | 5onan Bacaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan [dan
X XX 2,06 & O oar | ;:.Lanl::\ng ! Dokumen Rp97.200.000 3 Rp97.200.000 3 Rp97.200.000 3 Rp97.200.000 3 Rp97.200.000 3 Rp97.200.000
Perindang  angan yang
| Disediakan
[Jumian Paket
X XX 2,06 7 Penyediaan Bahan/Material ;ea’:::;;'ggﬁ i 5::;”""“‘9"3' Paket Rp28.500.000 1 Rp35.000.000 1 Rp40.000.000 1 Rp45.000.000( 1 Rp50.000.000 1 Rp55.000.000
Disediakan
Terlaksananya _|Jumiah Laporan
i Fasiitasi Fasiitasi
X xx 2,06 8 [FesiltasiKuniunganTemu 185805, [E8STos Laporan Rp29.400.000 1 Rp35.750.000 1 Rp37.250.000 1 Rp42.503.000 1 Rp47.340.000 1 Rp50.000.000
Tamu Tamu
Terlaksananya | Jumiah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan |
Penyelenggaraan Rapat Rapat |
X XX 2,06 9 |ooxinan on Konediasi SKPD|Kcardinasidan [Koardinasidan | 260N Rp1.91.527.000 | 2 | Rp1201.527.000 | 2 | Rp1.391.527.000 | 2 Rp1491527.000 2 | Rp1.591527.000 | 2 | Rp1.601.527.000
Konsultasi Konsutasi
SKPD SKPD
Terlaksananya I
Penatausahaan Arsip Dinamis |7Enelausahaan 2000 Bolomn
2,06 1g; |Pendtaicen ip Dinamis | i Penatausahaan | pokumen Rp82.250.000 1 Rp84.350.000 1 Rp86.743.000 1 Rp87.567.000] 1 Rp88.786.000 1 Rp90.230.000
e Dinamis pada vl
SKPD pada SKi
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Terlaksananya  Jumlah Dokumen |
Dukungan [Dukungan
Dukungan Sistem
X XX 1 2,06 11 | Eomedntahan Berbasia D s o Dokumen | NA 0 : 0 5 1 Rp25.000.000 1 Rp25.000.000, 1 Rp33.000.000 1 Rp38.000.000
pada SKPD Berbasis | Berbasis
Elekironik pada | Elektronik pada
SkPD |skPD
Tersusunnya
Laporan
Pengadaan Barang Milik Pengadaaan
erah Barang Milik
X XX 1 2,07 Penunjang Urusan Daerah Rp488.120.000 Rp1.805.000.000 Rp2.050.000.000 Rp2.160.000.000 Rp2.260.000.000 Rp2.480.000.000
Pemerintah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintah
Daerah
JJumlah Unit
Tersedianya [yumiah Uni
= Perorangan
Perorangan Perorangan - A
X XX 1 207 g A s | D Dinas atau Unit NA 0 . 0 - 0 RpO 0 RpO 0 . 0 Rp0
Jabatan :f:;:l:raan Dinas
Jabatan
ekatn yang Disediakan
[Jumiah Unit
= Dinas|rersedianya - kendaraan Dinas
X XX 1 207 2 ¢ 1an Dinas | perasional atau|  Unit NA 0 5 1 Rp250.000.000 1 Rp300.000.000 1 Rp350.000.000 1 Rp400.000.000 1 Rp450.000.000
Operasional atau Lapangan at‘):f:is;r:‘alan Lapangan yang
9 Disediakan |
[Jumlah Unit Alat |
X XX 1 207 3 Pengadaan Alat Besar Tersedianya Al [Besar yang Unit NA 0 = 0 - 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0 0 Rp0
il Disediakan
Pengadaan Alat Angkutan Darat | 2sedianya Alat | Jumiah Unit Alat
X xx 1 207 4 Tak A Anploten D Unit NA 0 . 0 - 2 Rp20.000.000 2 Rp20.000.000 0 . 0 Rp0
Bermotor bk
Bermotor yang Disediakan
fersodianya _|Jumian Paket
X xx 1 2,07 5 Pengadaan Mebel oroodianya  |Mebel yang Unit NA 0 i 5 Rp50.000.000 5 Rp50.000.000 5 5 Rp50.000.000 5
Disediakan
Jumiah Unit
Pengadaan Peralatan dan Tersedlanye o |Peralatan dan
x xx 1 207 6 Mesin s Mesin Unit 50 10 Rp200.000.000 10 | Rp300.000.000 10 | Rp400.000.000 10 | Rp450.000.000 10 | Rp500.000.000 10 RPp550.000.000
Lainnya 7 | Lainnya yang
anye Disediakan
Jumiah Unit Aset
X XX 1 2,07 7 [Pengadaan Aset Tetap Lainnya l:{;:f:?ny:y’;se' ‘Ii:l“gp Lainnya Unit NA 0 z 0 = 1 Rp10.000.000 0 % 0 £ 0 3
| Disediakan
‘Jumlah Unit Aset
X XX 1 207 8  Pengadaan Aset Tak Berwujud Eﬁ:ﬁi‘m:m' ;:::e"’“f"d Unit NA 0 . 1 Rp15.000.000 0 = ) . 0 5 1 Rp20.000.000
1l | | Disediakan | | |
[Jumiah Unit
Tersedianya 0 1ng Kantor
Pengadaan Gedung Kantor atau |S20Ung Kantor |
x xx 1 207 9 atau Unit NA 0 5 1 Rp650.000.000 1 Rp700.000.000 1 Rp700.000.000 1 Rp700.000.000 1 Rp750.000.000
Bangunan Lainnya Bangunan
Bangunan j
Laim?ya |Lainnya yang
Disediakan
Tersedianya ‘é':'";: g:r':
Pengadaan Sarana dan f,z:;;g:" Prasarana
X XX 1 207 10 |Prasarana Gedung Kantor atau |"eseran® | Gedung Kantor Unit 1 1 Rp288.129.000 1 Rp320.000.000 1 Rp340.000.000 1 Rp350.000.000 1 Rp360.000.000 1 Rp400.000.000
Bangunan Lainnya ng atau Bangunan
atau Bangunan (7o e 92
Lalnya |Disediakan
; Jumlah Unit
s i
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Freserna | Pendukung
X XX 1 207 11| Penduung Gedung Kantor | £2R409 | Gedung Kantor Unit NA NA . 1 Rp220.000.000 1 Rp230.000.000 1 Rp240.000.000 1 Rp250.000.000 1 Rp260.000.000
atau atau
P atau
Bangunan Lainnya - Bangunan
P Lainnya yang
i Disediakan
Tersusunnya
Penyediaan Jasa Penunjang (7017 e
2,08 Urusan fonsand Rp2.595.056.190 Rp2.954.056.190 Rp3.089.606.190 Rp3.206.056.190 Rp3.315.056.190 Rp3.424.056.190
Daerah )
Daerah
Teriaksananya |\
2,08 4 fronyedaandeca S enyediaan Jasa lpenyediaan Jasa | Laporan | 2 2 Rp20.000.000 2 Rp22.000.000 2 Rp24.000.000 2 Rp26.000.000 2 Rp28.000.000 2 Rp30.000.000
¥ Mo Surat Menyurat
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Jumiah Laporan

Torsedianya | Penyediaan Jasa
1y Jasa Jasa i "
X XX 2,08 Sumber Daya Air dan Listrk Sumber Daya b:rl‘nber Daya Air Laporan 3 3 Rp2.366.106.190 3 Rp2.466.106.190 3 Rp2.566.106.190 3 Rp2.666.106.190 3 Rp2.766.106.190 3 Rp2.866.106.190
Airdan Listok (Tidiy vang
|Disediakan
Jumiah Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan I:;?gf'%:""" :,;e':yf;ia: %J:sa ‘
X XX 2,08 Ak sk dan o Laporan | NA 0 - 1 Rp165.000.000 1 Rp170.000.000 1 Rp175.000.000 1 Rp180.000.000 1 Rp185.000.000
Perlengkapan Kantor Perlongkapan " eflengkapan
|Kantor
| Kanioy | yang Disediakan |
|Jumlah Laporan
Tersedianya Penyediaan Jasa |
Penyediaan Jasa Pelayanan  |Jasa Pelayanan | Pelayanan
X XX 2,08 U Kantoc {umum Kantor Laporan 3 3 Rp208.950.000 3 Rp300.950.000 3 Rp329.500.000 3 Rp338.950.000 3 Rp340.950.000 3 Rp342.950.000
Kantor lyang
Disediakan
| Tersusunnya
Pemeliharaan
;:mr:l.l‘h:r:an Barang Milik (200 Wik
X XX 2,09 Penunjang Urusan E::ﬂ'.‘ﬁ Rp1.494.680.000 Rp2.696.620.000 Rp2.804.690.000 Rp2.863.840.000 Rp2.906.840.000 Rp2.953.840.000
Pemerintahan ek
Daerah s
Pemerintahan
Daerah
Tersedianya |} ian
Jasa
1y¢ Jasa i I
Biaya P Biaya o ‘; & SKS,“, )
X XX 2,09 Kendaraan dan Pajak el Unit NA 0 - 10 Rp600.000.000 10 Rp620.000.000 10 Rp640.000.000 10 Rp650.000.000 10 Rp660.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan lyang
Kendaraan Perorangan
% Dipelihara dan
Dinas Jabatan l?(m:: arl:un dibayarkan
Qndaca Pajaknya
T |
| Jasa Jumlah
Pemeliharaan, Kendaraan Dinas |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Biaya Operasional atau|
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan |Pemeliharaan, |Lapangan yang 4
X XX 2,09 Panskan Kerdarass Pinas Pajak dan | Dipelinara dan Unit 30 30 Rp1.338.840.000 30 Rp1.338.840.000 30 Rp1.338.840.000 30 Rp1.338.840.000 30 Rp1.338.840.000 30 Rp1.338.840.000
Operasional atau Lapangan Perizinan |dibayarkan Pajak |
Kendaraan Dinas |dan
Operasional Perizinannya
atau Lapangan |
Tersedianya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Jasa |Jumiah Alat
aya Pemeliharaan,  Besar yang
3 XX 2,09 Pemeliharaan dan Perizinan | Biaya |Dipelinara Unit NA 0 - 0 - 0 Rpo0 0 - 0 - 0 Rp0
Alat Pemeliharaan dan dibayarkan
Besar dan Perizinan |Perizinannya
Alat Besar
Tersedianya
Jasa |Jumiah Alat
yedi; Jasa F i Angkutan Darat
Biaya Biaya |Tak
X XX 2,09 I dan Perizinan f | Bermotor yang Unit NA 0 - 0 - 1 Rp20.000.000 1 Rp30.000.000 1 Rp35.000.000 1 Rp40.000.000
Alat dan Perizinan  |Dipelihara dan
Angkutan Darat Tak Bermotor | Alat Angkutan | Dibayarkan
Darat Tak |Perizinannya
Bermotor
Terlaksananya ||
X XX 2,09 Mebel A Mene Unit 10 10 Rp50.000.000 10 Rp50.000.000 10 Rp50.000.000 10 Rp50.000.000 10 Rp50.000.000 10 Rp50.000.000
Mebel |yang Dipeihara |
Terlaksananya | Jumlah Peralatan |
Peralatan dan i |dan Mesin i
X XX 2,09 e Lorys Peralatan dan |Lainnya Unit 200 200 Rp105.840.000 200 Rp132.780.000 200 Rp135.850.000 200 Rp140.000.000 200 Rp143.000.000 200 Rp150.000.000
1 __[Mesin Lainnya | yang Dip - e .
Terlaksananya  |Jumlah Aset
Aset Tetap Tetap Lainnya . .
X XX 2,09 Lainnya Aset yang Unit NA 0 0 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000
Tetap Lainnya | Dipelihara |
iR Terlaksananya | ian Aot Tak |
2,09 Berwujud yang Unit NA 0 - 0 - 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000 1 Rp20.000.000
Berwujud Aset Tak Dipelih:
Berwujud | Dipelihara
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Terlaksananya |Jumiah Gedung
ntor dan
Bangunan
X XX 1 2,09 9 Gedung habilitasi Gedung |Lainnya yang Unit NA - Rp375.000.000 Rp400.000.000 2 Rp425.000.000 Rp450.000.000 Rp475.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya | Kantor dan
Bangunan Dipelihara/Direha
Lainnya |bifitasi
Terlaksananya |t Sorana
dan Prasarana
Sarana nabiltasi Sarana | Oedung Kantor
X XX 1 2,09 10 | danPrasarana Gedung Kantor | dan Prasarana | 9 Unit NA - Rp100.000.000 Rp100.000.000 2 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000
Lainnya yang
atau Gedung Kantor
Bangunan Lainnya atau | "
i ;;::Isl?ara/mmha
Lainnya
Torlaksananya |Jumlah Sarana
dan Prasarana
g
habiltasi Sarana |Gedung Kantor
Sarema dan Prasarana [ateu
X XX 1 2,09 11| danPrasarana Pendukung | SeT PIee" Bangunan Unit 2 - Rp100.000.000 Rp100.000.000 2 Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp100.000.000
Gedung %
» Gedung Lainnya yang
Kanlor atau Bangunan Lainnya (2409
Bangunan Dipelihara/Direha
Lainnya biltasi
Terlaksananya 'B‘A"sz T:nah yang
Pemeliharaan/Rehabilitasi oD
X XX 1 2,09 2 (8 Ha 0 - - - 0 - - Rp0
anah Pemeliharaan/Re
habiltasi Tanah | omeinaraan/Re
habilitasi |
X XX 1 21 yanan BLUD S ‘ Rp31.628.612.000 Rp33.628.612.000 Rp33.628.612.000 | 1 Rp34.628.612.000 Rp34.628.612.000 Rp35.628.612.000
Tersedianya |Jumiah BLUD
BLUD yang ang
Pelayanan dan Penunjang Menyediakan  Menyediakan ’
X XX 1 21 1 [Pelatonon B, Peiayanandan | Pelayanan dan | UnitKeda [ 1 Rp31.626.612.000 Rp33.626.612.000 Rp33.628.612000 | 1 Rp34.628.612.000 Rp34.628.612.000 Rp35.628.612.000
Penunjang Penunjang
Pelayanan Pelayanan
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PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

OUTCOME

Terwujudnya Keluarga
Berkualitas

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET.

Semua kegiatan dan
subkegiatan pada Program
masing program prioritas

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Kesehatan
Masyarakat

Semua kegiatan dan
subkegiatan pada Program
masing program prioritas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terwujudnya akuntabilitas
Kinerja Dinkes PPKB

Terwujudnya Peningkatan
kualitas pelayanan Publik
pada DINKES PPKB

Semua kegiatan dan
subkegiatan pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
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Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kapuas Hulu

DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU

INDIKATOR ) TARGET TAHUN
Misi| TUJUAN STRATEGIS Si:i‘TuE“G‘fs SASARAN SATUAN Ba;(';‘:e KET
STRATEGIS 2025|2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Menurunnva Aneka Terwujudnya |Indeks
2 nya Ang Keluarga Pembangunan Indeks | 60,65 |60,85|61,05|61,25|61,45|61,65|61,85
Kemiskinan . .
Berkualitas Keluarga (iBangga)
0,1|Jumlah Kasus 6 6 6 5 5 4 4
Kematian Ibu
; Jumlah
Meningkatnya |2 2 K ian Bali Kasus 45 45 45 44 44 43 43
3 Meningkatnya Derajat Kualitas ematian Balita
Kesehatan Masyarakat Kesehatan 2,3|Balita Stunting |Persentase| 29,59 |29,1| 28,8 | 28,3 | 27,8 | 27,3 | 26,8
Masyarakat
Cakupan
2,4|Pelayanan Persentase N/A 80 81 82 83 84 85
Kesehatan
Meningkatnya Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas |Predikat SAKIP Nilai B (69,5) B BB BB BB BB BB
Penyelenggaraan Kinerja DINKES |DINKES PPKB ’ (70) [ (70,5)| (71) | (71,9)| (72) |(72,5)
Pemerintah Daerah PPKB
4 Meningkatnya
Meningkatnya kualitas kualitas Indeks Kepuasan
pelayanan publik yang pelayanan Publik |Masyarakat NIlai N/A 80 81 82 83 84 85
prima pada DINKES DINKES PPKB
PPKB
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Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Kapuas Hulu

RENSTRA 2025 - 2029

DINKES PP & KB KAB. KAPUAS HULU

TARGET TAHUN
No. INDIKATOR SATUAN 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 KET.
(1) (2) ) “4) ) (6) (7) (8) ) (10)
URUSAN KESEHATAN
1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Rasio 1,1 1,12 1,14 1,16 1,18 1,2
2. | Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten yang Terakreditasi % 100 100 100 100 100 100
3. | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 100 100 100 100 100
4. | Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 100 100 100 100 100 100
5 EZ;?{:;S: Bayi Baru Lahir yang mendaptakan pelayanan kesehatan bayi % 100 100 100 100 100 100
6. | Cakupan Pelayanan kesehatan Balita Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100
a Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan % 100 100 100 100 100 100
kesehatan sesuai standar
8. Perser}tase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan % 80 81 82 83 84 85
sesuai standar
9. Persentase Wargg Negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining % 100 100 100 100 100 100
kesehatan sesuai standar
10. Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang % 5 10 15 20 25 29
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11 SP‘Ee;irrslzr;;ase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai % 100 100 100 100 100 100
12. Perser}tase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa % 100 100 100 100 100 100
sesuai standar
13. | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100 100 100 100 100 100
15. Persen.tas.,e orang dengan resiko terinveksi HIV mendapatkan pelayanan % 100 100 100 100 100 100
deteksi dini HIV sesuai standar
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1. | TFR (Angka Kelahiran Total) Nilai 2,2 2,19 2,18 2,17 2,16 | 2,15
Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive % 73,80 | 74,04 | 74,00 | 74,14 | 74,19 | 74,24
Prevalence Rate /mCPR)
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 7,09 7,08 7,07 7,06 7,05 7,04
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BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kesehatan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2026
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang menjadi dokumen
perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas
Kesehatan. Semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan

sebagai pedoman bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya.

Putussibau, 15 April 2025

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan

NIP. 19700505 199110 1 001
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